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ABSTRAK 

Perbuatan main hakim oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian dalam 
2 tahun terakhir mengalami peningkatan di Wilayah Hukum Polresta Jambi. Hal 
ini menandakan bahwa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan 
masyarakat adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum. Berdasarkan 
latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan 
mengenai perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku tangkap tangan 
menurut hukum pidana Indonesia?; 2) Bagaimanakah kendala-kendala yang 
dihadapi oleh Polresta Jambi dalam meminimalisir perbuatan main hakim 
sendiri oleh masyarakat terhadap Pelaku Pencurian Tangkap Tangan di 
wilayah Hukum Polresta Jambi ?; 3)Bagaimanakah upaya – upaya yang 
dilakukan Polresta Jambi sebagai salah satu penegak hukum di wilayah kota 
Jambi dalam menghentikan perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat 
dalam memberikan kepercayaan terhadap hukum dan mengembalikan rasa 
aman?. Berdasarkan hasil penelitian tersebut: 1) Pengaturan mengenai 
perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku tangkap tangan menurut hukum 
pidana Indonesia melanggar ketentuan Pasal 170, 351,  338 KUHP dan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2) 
kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Jambi dalam meminimalisir 
perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap Pelaku Pencurian 
Tangkap Tangan di wilayah Hukum Polresta Jambi yaitu jumlah personil 
Polresta Jambi dengan masyarakat yang melakukan main hakim sendiri untuk 
dihentikan, kesulitan proses penyidikan, kekhawatiran penyidik menimbulkan 
gelombang protes dan dapat menimbulkan kembali tindakan anarkis 
masyarakat terhadap proses penyidikan perbuatan main hakim sendiri; 3) 
upaya – upaya yang dilakukan Polresta Jambi sebagai salah satu penegak 
hukum di wilayah kota Jambi dalam menghentikan perbuatan main hakim 
sendiri oleh masyarakat dalam memberikan kepercayaan terhadap hukum dan 
mengembalikan rasa aman melalui upaya pre-emptif,  preventif, represif. 
Saran yang disampaikan : 1) Peningkatan sosialisasi, advokasi dan penyuluhan 
hukum terhadap masyarakat tentang akibat negative dari perbuatan main hakim 
sendiri melalui kesadaran hukum dan mempercayakan proses penegakan hukum 
dalam memberikan sanksi hukuman bagi pelaku tindak criminal umum yang 
tertangkap tangan di Wilayah Hukum Polresta Jambi; 2) Peningkatan sumberdaya 
manusia dan kemampuan personil Polresta Jambi dalam penanganan penyidikan 
kasus perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat agar tidak menimbulkan 
persoalan baru akibat kasus ini. 3) Peningkatan kerjamasa POLRESTA Jambi 
dengan Pemerintah Kota Jambi, Tokoh Masyarakat, Remaja, Lembaga Swadaya 
Masyarakat di Kota Jambi dalam memberikan respon cepat dan siaga mencegah 
perbuatan main hakim sendiri oleh Masyarakat Kota Jambi 

 
Kata Kunci: Perbuatan Main Hakim Sendiri, Masyarakat, Pelaku Pencurian 
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ABSTRACT 
 
 
 

The community's vigilantism against perpetrators of theft in the last 2 
years has increased in the Jambi Police Region. This indicates that the vigilante 
act committed by the community is an indication of low awareness of the law. 
Based on the background of the problems described above, the problems that will 
be examined by the author can be formulated, namely: 1) How is the regulation 
regarding the act of vigilante against perpetrators of red-handed arrest according 
to Indonesian criminal law ?; 2) How are the obstacles faced by the Jambi Police 
in minimizing the vigilante action by the community against the perpetrators of 
theft in the Jambi Police area? 3) How are the efforts made by the Jambi Police as 
one of the law enforcers in the city of Jambi to stop vigilante action by the 
community in giving confidence in the law and restoring a sense of security? 
Based on the results of the research: 1) Regulations regarding the act of vigilante 
against perpetrators of hand arrest according to Indonesian criminal law violate 
the provisions of Articles 170, 351, 338 of the Criminal Code and Law Number 
39 of 1999 concerning Human Rights; 2) the obstacles faced by the Jambi Police 
in minimizing the vigilante act by the community against the perpetrators of theft 
in the Jambi Police area, namely the number of personnel from the Jambi Police 
and the community who practice vigilantism to be stopped, difficulties in the 
investigation process, investigators' concerns cause a wave of protests and may re-
create community anarchist actions against the investigation of vigilante acts; 3) 
the efforts made by the Jambi Police as one of the law enforcers in the city of 
Jambi to stop vigilante actions by the community in giving confidence in the law 
and restoring a sense of security through pre-emptive, preventive, repressive 
measures. Suggestions submitted are: 1) To increase socialization, advocacy and 
legal counseling to the public regarding the negative consequences of vigilante 
actions through legal awareness and entrusting the law enforcement process in 
providing penal sanctions for general criminals who are caught in the jurisdiction 
of the Jambi Police; 2) Increased human resources and the capacity of Jambi 
Police personnel in handling investigations into cases of vigilante action by the 
community so as not to cause new problems as a result of this case. 3) Increased 
cooperation between POLRESTA Jambi and the Jambi City Government, 
Community Leaders, Youth, Non-Governmental Organizations in Jambi City in 
providing quick and alert responses to prevent vigilante actions by the Jambi City 
Community 

 
Keywords: Act of Vigilante, Community, Perpetrators of Theft 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Negara Indonesia telah memberikan jaminan keamanan, bebas dari 

kekerasan dan diskriminatif persamaan hukum sebagai hak asasi warga 

Negara Indonesia, dan bahwa negaralah yang bertanggungjawab memberikan 

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama 

pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Kesatuan Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia sebagai warga 

negaara diperlukan hukum. 

Tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, antara lain dikemukakan 

L.J. Van Apeldoorn. Ia mengatakan bahwa keadilan sebagai tujuan hukum 

didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, 

kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu 

bertentangan satu sama lain. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa: 

Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. 
Hukum mempertahankan perdamaian dan menimbang kepentingan 
yang bertentangan secara teliti dengan mengusahakan terjadinya suatu 
keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga 
hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan 
antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang 
untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat 
kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa Latinnya 
adalah: “ius suum cuique tribuere.1 

 

                                                 
1 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, 

hal. 9.  
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Mengenai ukuran keadilan itu sendiri, diakui oleh Mochtar 

Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta sebagai sesuatu yang relatif.  Keduanya 

mengemukakan bahwa definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan 

berbeda-beda bagi setiap individu. Selengkapnya dinyatakan bahwa: 

Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk 
didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak 
bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai 
perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan 
(kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan hukum lainnya 
adalah Ketertiban yang dalam hal ini adalah perdamaian manusia yang 
dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-
kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan 
sebagainya terhadap yang merugikannya.2 

 
Tujuan Hukum selanjutnya adalah sebagai sarana pembaharuan 

masyarakat.  Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum nasional 

sebuah negara dalam fungsi ini adalah selain sebagai mencapai keadilan dan 

ketertiban, juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang mengandung 

makna agar perubahan masyarakat yang dicapai melalui proses pembangunan  

itu dilakukan dengan teratur dan tertib.3  

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun 

tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar 

Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni 

                                                 
2Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu 

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, hal. 
52-53. 

3Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional,: 
Suatu Uraian Tentang Lndasan Pikiran , Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di 
Indonesia, CV. Putra A. Bardin Bandung,  2000, hal. 13. 
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sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”law as a tool of social 

engineering” atau “sarana pembangunan”.4  

Pokok-pokok pikiran Mochtar Kusumaatmadja  tentang fungsi hukum 

sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah sebagai berikut: 

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” 
didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban 
dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu 
yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang 
terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah 
bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa 
berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti 
penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh 
pembangunan dan pembaharuan.5 

 
Pendapat  Mochtar Kusuma Atmadja tersebut di atas,  kiranya  dapat 

menjadi pijakan yang tepat dalam melihat peranan hukum pidana dalam 

kebijakan kriminal dan hubungan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan 

sosial atau politik pembangunan.  

Pengertian kebijakan kriminal antara lain dikemukakan oleh  Mardjono 

Reksodiputro. Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa: 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas pada 
hakekatnya adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh 
pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya 
kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan 
kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, 
pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).6   

 
Selanjutnya Sudarto mengemukakan tiga pengertian mengenai 

kebijakan kriminal: 
                                                 
4 

5Ibid. 
6Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, 

Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h 
Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 9. 
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1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang 
menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang 
berupa pidana; 

2. Dalam arti luas, ialah keseuruhan fungsi dari aparatur penegak 
hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan 
polisi; 

3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, 
yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari 
masyarakat.7 

 
Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa kejahatan tumbuh akibat 

interaksi dan perkembangan sosial masyarakat. Oleh karenanya apabila ingin 

mencapai keberhasilan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, maka 

kebijakan penanggulangan kejahatan haruslah bersifat terpadu dan selaras 

dengan kebijakan sosial atau politik pembangunan (social policy).   

Kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. 

Kebijakan sosial hanya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah 

kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan 

kejahatan tidak akan banyak artinya apabila kebijakan sosial justru 

merangsang tumbuhnya kejahatan.   

Senada dengan pendapat di atas, Muladi mengemukan mengenai 

hubungan politik kriminal dan politik sosial, Muladi mengatakan bahwa: 

Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat 
untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan 
demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari 
politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari 
kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). 
Sebagai bagian yang tidak terpisahan dari keseluruhan kebijakan untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan 
bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan 

                                                 
7Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 1. 
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hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan 
nasional.8  

 
Dari pendapat ahli hukum di atas tersebut di atas, diambil penegasan 

bahwa apabila hasil-hasil pembangunan didistribusikan secara pantas dan adil 

kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial, maka 

pembangunan tidak bersifat kriminogen. Namun sebaliknya, ia dapat 

merangsang tumbuhnya kejahatan apabila pembangunan tidak direncanakan 

secara rasional, perencanaannya tidak proporsional atau timpang dan tidak 

seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral, dan tidak mencakup 

strategi perlindungan masyarakat yang integral. 

Selanjutnya, mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk 

mencapai kebijakan kriminal yang terpadu tersebut di atas, antara lain 

dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda 

Nawawi Arief.  G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa kebijakan 

kriminal dapat ditempuh melalui tiga cara, yakni: 

Penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa 
pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan 
masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa 
(influencing views of society on crime). Sejalan dengan itu, Barda 
Nawawi Arief berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara 
garis besar dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana (penal policy) 
dan jalur di luar hukum pidana (non penal policy), yang dilaksanakan 
secara terpadu.9 

 

                                                 
8Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP. Universitas Diponegoro, 

Semarang, 2002, hal. 11.  
9Ibid., hal. 4.  
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Terkait dengan penggunaan hukum pidana dalam mencapai kebijakan 

kriminal sebagaimana dikemukakan di atas,  Mardjono Reksodiputro 

menjelaskan bahwa: 

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan 
pidana (criminal justice system) yang dibentuk oleh negara. Disamping 
itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya 
sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup 
masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun 
demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai 
landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas 
toleransi masyarakat.10 

 
Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Siswantoro Sunarso 

mengemukakan bahwa: 

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat 
represssive. Sementara jalur non penal, lebih mendekatkan pada sifat 
preventive atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan 
kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah 
menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang 
berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak 
langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.11 

 
Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan 

hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa untuk 

mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian 

tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (penal 

policy). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya 

penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan 

                                                 
10Mardjono Reksodiputro, Op. Cit.,  hal. 92. 
11Siswantoro SunarsoPenegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi 

Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2004,  hal 15. 
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lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan 

pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.12 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kiranya dapat ditarik pengertian 

bahwa untuk mencapai kebijakan kriminal sebagai bagian integral dari 

kebijakan sosial, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Menurut 

Sudarto, pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik 

kriminal. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa: 

Menurut politik hukum,  kebijakan hukum pidana  adalah usaha untuk 
mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan  keadaan 
dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-
badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang 
dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan 
apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang 
dicita-citakan. 13 

 
Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan  bahwa 

melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk 

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti 

memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa 

melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada 

suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.14 

Dinamika tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat khususnya 

di Kota Jambi telah mengalami berbagai  munculnya  bentuk-bentuk kejahatan 

baru dan semakin meningkatnya angka kriminalitas yang ditimbulkan oleh 

                                                 
12Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Cet. Ketiga, 

Alumni, Bandung, 2005, hal. 11. 
13Sudarto, Op. Cit., hal. 28. 
14Ibid. 
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kejahatan  yang bersifat konvensional. Hal ini dipengaruhi oleh arus 

globalisasi, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi, telah melahirkan 

bentuk-bentuk kejahatan baru yang kompleks, bersifat transnasional dan 

teroganisir dengan dukungan manajemen yang profesional dan teknologi yang 

canggih. Namun dilain sisi lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru, tidak serta 

merta menghapuskan atau menurunkan angka kriminalitas yang dimbulkan 

oleh kejahatan konvensional seperti penipuan, penggelapan, perkosaan, 

penganiayaan, perampokan, pembunuhan, pencurian, dan pencurian dengan 

kekerasan.   

Kejahatan kovensional yang terjadi di Kota Jambi yang menimbulkan 

keresahan masyarakat antara lain kejahatan pencurian berupa perampasan 

dengan kekerasan terutama kendaraan bermotor roda dua. Aksi – aksi 

pencurian dengan kekerasan tidak segan-segan pelaku melukai korban dan 

menimbulkan penganiayaan berat. Sepanjang tahun 2018 dan 2020 

berdasarkan data yang diperoleh bahwa telah terjadi peningkatan tindak 

pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor dengan 

penganiayaan yaitu dari jumlah kasus 872 kasus menjadi 1053 kasus.15 

Masyarakat di kota jambi yang biasanya beraktifitas sampai larut 

malam bahkan sampai dini hari,dengan maraknya kejahatan ini mulai 

mengurangi kegiatan ke luar rumah pada malam hari. Rasa takut senantiasa 

menghantui masyarakat, terutama yang harus melintasi jalanan yang sepi, 

                                                 
15 Laporan Satreskrim POLRESTA JAmbi 
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akibat sedemikian seringnya peristiwa kejahatan konvensional yang terjadi  di 

tempat tempat rawan tersebut.  

Rasa tertekan masyarakat menghadapi teror yang mencekam itu, 

berubah menjadi keberanian bahkan keberingasan, manakala ada pelaku atau 

orang yang diduga sebagai pelaku yang tertangkap. Pada saat itulah 

masyarakat melampiaskan kemarahan dan meluapkan rasa takut, dengan 

bertindak main hakim sendiri, berupa menganiaya,  menyiksa bahkan 

membakar hidup-hidup membakar kendaraan yang digunakan.  

Berdasarkan Data yang diperoleh dari Polresta Jambi bahwa 

Pencurianyang tertangkap tangan oleh masyarakat dan pelaku telah 

mengalami main hakim sendiri, merusak barang bukti yang dilakukan oleh 

masyarakat pada tahun 2018 dan 2019 berjumlah 15 kasus16.  

Tindak pidana main hakim sendiri lebih banyak terjadi di wilayah 

hukum polsek Kota baru dikarenakan polsek kota baru merupakan wilayah 

hukum terbesar di Polresta Jambi. Sebagai contoh di daerah mayang yang 

merupakan wilayah hukum Polsek Kota Baru terjadinya penganiyaan, 

penyiksaan terhadap pelaku penjambret tas korban, hal ini berdasarkan 

masyarakat berkumpul ramai dalam mengamankan pelaku namun pelaku telah 

mendapatkan perbuatan main hakim sendiri berupa pemukulan. Perbuatan ini 

tidak menyebabkan pelaku sampai meninggal dikarenakan cepat di amankan 

oleh Polsek Kota baru. 

                                                 
16 Laporan Satreskrim POLRESTA JAmbi 
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Tindakan main hakim sendiri ini merupakan perwujudan dari apa yang 

diistilahkan oleh Smelser sebagai a hostile outburst atau a hostile frustration. 

Tingkat kepercayaan masyarakat pada pranata formal termasuk terhadap law 

enforcement sudah teramat buruk. Sudah menjadi adagium: ketika tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum memburuk, maka tingkat 

tindakan main hakim sendiri akan meningkat. Oleh karena itu, harus ada 

strategi raksasa dalam upaya penanggulangan tindakan tersebut. Dalam hal 

ini, strategi raksasa adalah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah dan penegakan hukum.17 

Donald Black  merumuskan bahwa ketika pengendalian sosial melalui 

upaya hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara 

otomatis akan muncul. Tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok 

yang dari perspektif hukum dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim 

sendiri, pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial yang 

dilakukan masyarakat.18 

Kekerasan untuk membela diri atau main hakim sendiri (vigilante) 

merupakan sesuatu tindakan masyarakat untuk mendapatkan keadilan disaat 

aparat atau negara tidak efektif menegakan hukum. Main hakim sendiri adalah 

perbuatan melampaui hukum yang menerabas batas baik dan buruk, benar dan 

salah. Bersamaan dengan maraknya main hakim sendiri berubah pula 

pandangan masyarakat terhadap batas-batas  moralitas.19 

                                                 
17Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 15. 
18Ibid. 
19Ibid. 
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Merujuk pada pendapat di atas, maka tindakan main hakim sendiri 

yang dilakukan masyarakat, adalah merupakan pesan atau sinyal yang 

dikirimkan kepada penegak hukum, untuk secara lebih efektif dan atau lebih 

keras dan tegas dalam penegakan hukum dalam memberikan kepercayaan  

masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan ketenangan.  Lebih 

jelasnya bahwa Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan dengan 

pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan 

perbuatan ini menunjukan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap 

hukum20. 

Namun demikian, meskipun dari perspektif sosiologi hukum tindakan 

main hakim sendiri dapat dipahami sebagai wujud ketidak-puasan masyarakat, 

yang harus dijawab dengan peningkatan kinerja penegakan hukum terhadap 

ke terhadap kinerja penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri 

tersebut harus segera dicegah, atau tidak boleh dibiarkan terus terjadi.  

Pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri, sama artinya negara 

memupuk terbentuknya budaya hukum rimba di tengah masyarakat. Negara 

harus mencegah masyarakat untuk menegakkan hukum dengan cara-cara yang 

justeru melanggar hukum. Pelaksanaan sanksi harus menjadi monopoli 

negara. Perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk 

menegakkan hukum. Memukul orang yang telah menipu kita, menyekap 

orang yang tidak mau melunasi hutang, “mencuri” sepeda motor milik sendiri 

dari pencurinya, memberantas pemerkosaan  dengan memperkosa kembali 

                                                 
20 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986, hal 167. 
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pelaku, semuanya merupakan tindakan main hakim sendiri, yang pelakunya 

harus dihukum  agar tercipta ketertiban atau ketaatan terhadap hukum di 

tengah masyarakat.  

Fenomena main hakim sendiri seperti dikemukakan di atas, terjadi 

karena adanya kekosongan norma hukum (vacuum of norm) di dalam KUHP, 

yang tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang tindak pidana main hakim 

sendiri, dan batasan yang jelas dan tegas tentang hak korban untuk melakukan 

pembelaan diri, sedemikian sehingga ketentuan pasal-pasal KUHP terkait 

dengan penganiayaan (Pasal 351), kekerasan (Pasal 170) dan perusakan (Pasal 

406), tidak dapat diterapkan secara efektif kepada pelaku perbuatan main 

hakim sendiri.   

Untuk menelusuri lanjut tentang perbuatan main hakim sendiri oleh 

masyarakat di Kota Jambi yang merupakan wilayah penegakan hukum di 

Polresta Jambi maka dilakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis 

dengan judul “Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Oleh 

Masyarakat Terhadap Pelaku  Pencurian Tangkap Tangan (Studi KAsus 

Wilayah Polresta Jambi”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan 

permasalahan di atas adalah: 
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1. Bagaimana pengaturan mengenai perbuatan main hakim sendiri 

terhadap pelaku tangkap tangan menurut hukum pidana 

Indonesia?; 

2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Jambi 

dalam meminimalisir perbuatan main hakim sendiri oleh 

masyarakat terhadap Pelaku Pencurian Tangkap Tangan di wilayah 

Hukum Polresta Jambi ? 

3. Bagaimanakah upaya – upaya yang dilakukan Polresta Jambi 

sebagai salah satu penegak hukum di wilayah kota Jambi dalam 

menghentikan perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat 

dalam memberikan kepercayaan terhadap hukum dan 

mengembalikan rasa aman? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian    

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk memahami dan menganalisis pengaturan mengenai perbuatan 

main hakim sendiri terhadap pelaku tangkap tangan menurut hukum 

pidana Indonesia 

2. Untuk memahami dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi 

oleh Polresta Jambi dalam meminimalisir perbuatan main hakim 
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sendiri oleh masyarakat terhadap Pelaku Pencurian Tangkap Tangan di 

wilayah Hukum Polresta Jambi  

3. Untuk memahami dan menganalisis upaya – upaya yang dilakukan 

Polresta Jambi sebagai salah satu penegak hukum di wilayah kota 

Jambi dalam menghentikan perbuatan main hakim sendiri oleh 

masyarakat dalam memberikan kepercayaan terhadap hukum dan 

mengembalikan rasa aman 

a. 2.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada penegak hukum kepolisian tentang mengembalikan kepercayaan 

masyarakat terhadap hukum akibat perbuatan main hakim sendiri oleh 

masyarakat 

b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik 

tolak dalam penelitian lebih lanjut mencegah perbuatan main hakim 

sendiri oleh masyarakat  

 

D. Kerangka Konseptual  

Untuk  memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran 

yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam 
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penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi 

beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut: 

1. Main Hakim Sendiri: 

Menurut Andi Hamzah, perbuatan main hakim sendiri merupakan 

terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “Eigenrechting”, yang berarti cara 

main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa 

sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan 

pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar 

dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak 

diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi 

rendahnya kesadaran terhadap hukum.21  

2. Perbuatan Pidana: 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada 

perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh 

kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu.22 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): 

Menurut  Mr. Wirjono Prodjodikoro,  KUHP adalah kodifikasi hukum 

pidana materiil yang berisikan penunjukan  dan gambaran  dari perbuatan-
                                                 

21Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 167. 
 

22Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan Badan 
Peerbit Gajah Mada, Jogyakarta, 1955, hal. 7.  
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perbuatan  yang diancam  dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum  

yang harus dipenuhi  agar perbuatan itu  merupakan perbuatan yang 

membuatnya dapat dihukum  pidana, penunjukan orang  atau badan hukum 

yang  pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan  jenis  

hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Secara historis, KUHP Indonesia 

berasal dari Wetbock  van  Strafrecht (KUHP Belanda) yang diberlakukan 

di Indonesia berdasarkan azas konkordansi di wilayah Hindia Belanda  

(Nederland Indie)  pada 1918.  

4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): 

KUHAP adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1981  

dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76.  

 

E.  Kerangka Teoritis 

1. Teori Penegakan Hukum 

Pengertian dari penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh 

Soerjono Soekanto. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa: 

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum  terletak  pada 
kegiatan  menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di 
dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap 
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 
hidup.23 

                                                 
23Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5. 
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Selanjutnya, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa: 

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan 
perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia 
kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law 
enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat 
untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-
keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit 
tersebut mempunya kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan  
perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah 
mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.24 

 
Selanjutnya, Selo Sumardjan seperti dikutip Sidik Sunaryo 

mengemukakan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan  usaha 

menanamkan hukum di dalam masyarakat agar  mengetahui, menghargai, 

mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada 

sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum 25 

Terkait dengan penegakan hukum, Leden Marpaung menjelaskan 

bahwa: 

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya  tidak secara 
tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari  
kesadaran  setiap insan  manusia untuk melaksanakan dan tidak 
melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut  tidak 
berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya  melainkan  tidak 
mempedulikan  darimana  datangnya, karena kewajiban  untuk 
mematuhi  segala bentuk  pera-turan perundang-undangan  adalah 
milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga 
negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah  atau keliru  
menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan 
dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah 
melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara 

                                                 
24Ibid., hal 7-8.  
25Sidik Sunaryo,  Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Universitas Muhammadyah 

Malang, Malang, 2004, hal. 56. 
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cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innoncent).26 

 
Pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari 

pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto 

seperti dikutip Sidik Sunaryo:  

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang 
dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, 
dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara 
filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan 
oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah 
dirumuskan, dan sosiologis, hukum  dipatuhi oleh warga 
masyarakat.27 
 

Sementara itu, mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum, 

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan 

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan 

hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.28  

Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut: 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi 
pada undang-undang saja. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. 

                                                 
26Leden Marpaung,  Proses Penanganan Perkara Pidana  Penyelidikan dan  

Penyidikan,  Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.3. 
27Sidik Sunaryo, Op. Cit.,  hal. 57. 
28Soerjono Soekanto, Op. Cit. hal. 8. 
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5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.29 

 
Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto di atas, khususnya 

terkait dengan faktor masyarakat, Alfian mengatakan bahwa: 

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya 
partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena 
kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang 
ada, kekurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin 
hak  dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang  
bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para 
pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik 
dalam kepatuhannya terhadap hukum30 

 
Pendapat senada dikemukakan oleh  Sidik Sunaryo yang mengatakan 

bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan 

perundang-undangan), faktor struktur (aparat penegak hukum) dan faktor 

kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-

sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.31  

Pendapat senada dikemukakan oleh  Sidik Sunaryo yang mengatakan 

bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan 

perundang-undangan), faktor struktur (aparat penegak hukum) dan faktor 

kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-

sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.32  

Sementara itu, menurut Howard dan Mummers sebagaimana dikutip 

oleh Sidik Sunaryo, efektivitas hukum mempunyai syarat sebagai berikut: 

                                                 
29Ibid. 
30Ibid., hal. 59. 
31Sidik Sunaryo, Op. Cit.,  hal. 11.  
32Sidik Sunaryo, Op. Cit.,  hal. 11.  
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1. Undang-Undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah 
yang mematoki harus dirumuskan dengan  jelas dan dapat 
dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang 
jelas seperti itu, orang sulit untuk mengetahui apa yang 
sesungguhnya diharuskan, sehingga Undang-Undang tidak akan 
efektif. 

2. Undang-Undang itu dimana mungkin, seyogyanya bersifat 
melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan 
bahwa hukum prohibitur itu pada umumnya lebih mudah 
dilaksanakan ketimbang hukum mandatur. 

3. Sanksi yang diancamkan dalam Undang-Undang itu haruslah 
berpadanan dengan sifat Undang-Undang yang yang dilanggar. 
Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, 
mungkin saja dianggap tidak tepat untuk tujuan lain. 

4. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh 
keterlaluan. Sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan 
macam pelanggarannyaakan menimbulkan keengganan dalam 
hati para penegak hukum untuk menerapkan sanksi itu secara 
konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu. 

5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-
perbuatan yang dikaedahi dalam Undang-Undang harus ada. 
Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang 
sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya 
hukum berkehendak mengontrol kepercayaan atau keyakinan 
orang tidak mungkin akan efektif. 

6. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh 
lebih efektif ketimbang hukum yang tidak selaras dengan kaedah-
kaedah moral, atau yang netral. Seringkali kita menjumpai hukum 
yang demikian efektifnya, sehingga kehadirannya seakan-akan 
tidak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tidak 
dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan 
norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba 
melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah 
moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu. Misalnya, 
larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif 
jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan 
pandangan moral di dalamnya. 

7. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja 
sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas 
dengan baik. Mereka harus mengumumkan Undang-Undang 
secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan 
konsisten serta sedapat mungkin senafas atau senada dengan 
bunyi penafsiran yang mungkin coba dilakukan oleh warga 
masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus 
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juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan 
menuntut pelanggar-pelanggar. 

8. Akhirnya, agar suatu Undang-Undang dapat efektif, suatu standar 
hidup sosio ekonomi yang minimal harus ada di dalam 
masyarakat. Pula, di dalam masyarakat ini, ketertiban umum 
sedikit atau banyak harus mudah terjaga. 33 

 
B. Sistem Peradilan Pidana 

Mengenai hakekat dari Sistem Peradilan Pidana antara lain 

dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa: 

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 
mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi 
masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat menjadi 
korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga 
masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah 
dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan 
kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. 34  

 
Sementara itu,  Muladi berpendapat sebagai berikut: 

Sistem peradilan  pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup 
sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural 
(structural syncronization), dapat pula bersifat substansial 
(substantial syncronization) dan dapat pula bersifat kultural (cultural 
syncronization). Dalam hal sinkronisasi struktural, keselarasan 
dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (the 
administration of justice) dalam kerangka hubungan antar lembaga 
penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka 
keserempakan mengandung makna baik vertikal maupun horizontal 
dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan 
sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam 
menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang 
secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. 35 

 
Mengenai ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, Romli 

Atmasasmita menjelaskan bahwa: 

                                                 
33Ibid., hal. 11-13. 
34Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, Op. Cit.,  hal. 84-85. 
35Muladi, Op. Cit.,  hal. 13-14. 
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Ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sbb: 
1. Titik  berat  pada koordinasi dan sinkronisasi komponen 

peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 
lembaga pemasyarakatan). 

2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh 
komponen peradilan pidana. 

3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari 
efisiensi penyelesaian perkara. 

4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the 
administration of justice.36 

 
Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya telah 

merujuk pada SPP yang terpadu, yang mengandung makna adanya suatu 

keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem kearah 

tercapainya tujuan bersama.  

Hal itu ditegaskan oleh Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono 

Reksodiputro bahwa: 

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, 
bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan 
manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu 
adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub 
sitem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama 
yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat mutlak. 
Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa setiap 
sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh setiap sub 
sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub sistem akan 
mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan landasan dan 
pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub sistem yang 
bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub sistem tidak 
boleh bertentangan dengan tujuan utama dari sistemnya sendiri 
(dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam pendekatan 
semacam ini, maka ada keterkaitan yang jelas antara pula antara sub 
sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub sistem 
lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem yang satu 
dengan yang lainnya adalah seperti “bejana berhubungan”. 37 

 
                                                 

36Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan 
Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996. hal. 10. 

37Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, Op. Cit., hal. 47. 
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Makna keterpaduan dalam sistem peradilan pidana, dijelaskan pula 

oleh Mardjono Reksodiputro bahwa: 

Tugas dari sistem peradilan pidana terpadu mencakup hal-hal yang 
cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, 
menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas 
bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan 
berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 
mengulangi lagi perbuatannya.38 

 
Tentang cara bagaimana sub sistem yang satu berinteraksi dengan sub 

sistem yang lainnya sehingga menghasilkan proses peradilan pidana yang 

benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan, dikemukakan  Mardjono 

Reksodiputro bahwa: 

Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan 
efisien  akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang 
benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi 
masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, 
penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat 
komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama 
dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.39 

 
Selanjutnya, ia menjelaskan: 

Kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” 
bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai 
kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam 
menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat Undang-
undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta 
wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum 
tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan 
pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam 
penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji 
kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar 
terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar 
pidananya. Dan akhirnya, Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana 
yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” 

                                                 
38Ibid., hal. 140. 
39Ibid.,  hal. 93. 
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terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu 
komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja 
tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada 
keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan 
terpadu” (integrated approach).40 

 
Berdasarkan alur seperti dikemukakan di atas, Mardjono 

Reksodiputro menggambarkan bahwa proses peradilan pidana, merupakan 

satu rangkaian kesatuan (continuum) yang menggambarkan peristiwa-

peristiwa yang maju secara teratur; mulai dari penyidikan dan penuntutan 

(disebut tahap pra-ajudikasi), pemeriksaan dan penjatuhan putusan pidana 

oleh Hakim di Pengadilan (tahap ajudikasi) dan pelaksanaan putusan, 

pembinaan dan akhirnya dikembalikan kepada masyarakat oleh 

Pemasyarakatan (tahap pasca-ajudikasi).41 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat dikatakan bahwa sesuai 

dengan hakikat dari sebuah sistem yang terpadu, maka di dalam sistem yang 

terpadu tersebut akan terjadi pula mekanisme check and balances diantara sub 

sistem penegakan hukum, sedemikian sehingga pada masing-masing tahapan 

proses pidana, akan terjadi mekanisme kerja sama saling mengawasi dan 

mengimbangi diantara sub sistem-sub sistem penegakan hukum.  

Dengan adanya mekanisme check and balances, maka tidak hanya 

satu sub sistem saja yang terlibat pada masing-masing tahapan proses 

peradilan pidana.  Artinya, pada satu tahapan peradilan proses peradilan 

pidana, terdapat satu sub sistem yang bertanggungjawab melaksanakannya, 

                                                 
40Ibid. 
41Ibid. 
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dan setidaknya ada satu sub sistem lain, yang melaksanakan fungsi 

mengawasi dan mengimbangi.   

Berdasarkan uraian  di atas, disimpulkan bahwa efektivitas penegakan 

hukum pidana amat berkaitan erat dengan kualitas perundang-undangan 

pidana yang dihasilkan dari sebuah kebijakan hukum pidana yang baik, dan 

sistem peradilan pidana yang dijalankan secara efektif dan efesien.  

F.  Metode Penelitian  

1.   Tipe Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di 

atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis 

empiris   Penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap asas-asas 

hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum 

selanjutnya pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi 

perhatian utama adalah ketentuan KUHP, yang mengatur mengenai perbuatan 

main hakim sendiri dan studi lapangan yang diperoleh.   

 2.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan 

rumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas dan dijawab. 

Maka pendekatan yang digunakan pendekatan konseptual, pendekatan 

peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Pendekatan Konsep 

dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum pidana, teori-teori kebijakan 

kriminal, kebijakan hukum pidana dan teori pemidanaan. Pendekatan 

perundang-undangan dilakukan dengan meneliti konsep perundang-undangan 
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yang relevan dengan penelitian ini, baik berbentuk hukum positif maupun 

yang masih berbentuk rancangan. Sementara pendekatan sejarah dikakukan 

dengan meneliti latar belakang pengaturan mengenai perbuatan pidana main 

hakim sendiri. 

3.  Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui sistem kartu (card 

system) dari berbagai sumber hukum, yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, meliputi KUHAP dan KUHP.       

b. Bahan  hukum  sekunder,  meliputi  Rancangan  Undang-Undang, 

buku-buku literatur yang berhubungan dengan sistem peradilan 

pidana, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hukum acara 

pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan 

naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti; 

c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dan 

tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah 

pemidanaan,  sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana.  

4.Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini mengandung unsur penelitian empiris yang 

membutuhkan data langsung dari lapangan (data primer), oleh karenanya 

menggunakan teknik penentuan sample penelitian non probability 

sampling yaitu dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti sampel 

harus diambil agar dapat mewakili populasinya.Dan bentuk dari non 

probability sampling ini, artinya dalam penelitian ini penarikan sample 
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dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti yang didasarkan pada 

pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria atau sifat-sifat 

tertentu yang merupakan ciri utama dari populasi. Atau dengan kata 

lainpurposive sampling bertitik tolak pada penelitian pribadi yang 

menyatakan sampel benar-benar representatif.42  Pemilihan sample dari  

Instansi terkait yang meliputi : 

a. Satuan Reskrim Polresta Jambi berjumlah dua orang 

b. Tokoh Masyarakat yang memiliki kapasitas dengan anggapan bahwa 

masing-masing responden dapat memberikan penjelasan mengenai 

perbuatan main hakim sendiri  oleh masyarakat kota Jambi terhadap 

pelaku pencurian tangkap tangan berjumlah 1 orang 

 

5. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen 

Teknik  pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan/studi dokumen (documentary study).43  Prosedur 

pengambilan data dan pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti 

berusaha mengumpulkan data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan 

masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini dengan 

menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, 

sekunder dan tertier yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Yaitu 

mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-

                                                 
42Sugiarto  DKK, Teknik Sampling, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, 

Hal. 40. 
43  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pedoman Penyusunan Proposal 

dan Thesis, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara, Medan, 2009, Hal. 17. 
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penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.  Studi 

kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan  yang 

berkaitan dengan kebijakan permasalahan yang diteliti.44 

6.   Analisis Bahan Hukum 

Setelah  bahan-bahan  hukum tersebut  terkumpul, maka dilakukan 

analisis terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum, 

dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan masalah proses peradilan pidana. 

Pengkajian terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, 

menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum pidana 

yang berhubungan dengan masalah pemidanaan, hukum acara pidana, sistem 

peradilan pidana baik berupa hukum positif maupun yang masih berbentuk 

konsep.    

 

G.  Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun 

sistematika penulisan  sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian 

ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula 

                                                 
44  Ediwarman, Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Tesis dan 

Disertasi, Monograf., Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 
Medan, 2010, Hal. 95.. 
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tujuan dan manfaat yang diharapkan, kerangka konseptual dan teoretis, 

metode penelitian  dan sistematika penulisan; 

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PIDANA DAN 

PEMIDANAAN, yang meliputi Pengertian  Hukum Pidana,  Karakteristik 

Tindak Pidana Dan Kebijakan Penggunaan Sanksi Pidana, Pemidanaan 

BAB III  TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN PIDANA DAN MAIN 

HAKIM SENDIRI, menguraikan Kebijakan Hukum Pidana, KUHP dan 

KUHAP Sebagai Produk Kebijakan Hukum Pidana, Pelaksanaan Kebijakan 

Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan Pidana, Main Hakim Sendiri, dan 

Bentuk Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)Yang Dilakukan  

BAB IV  KAJIAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MAIN 

HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT TERHADAP PELAKU  

PENCURIAN TANGKAP TANGAN  (Studi Kasus Wilayah Polresta 

Jambi) 

memuat hasil analisis pengaturan mengenai perbuatan main hakim sendiri 

terhadap pelaku tangkap tangan menurut hukum pidana Indonesia; kendala-

kendala yang dihadapi oleh Polresta Jambi dalam meminimalisir perbuatan 

main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap Pelaku Pencurian Tangkap 

Tangan di wilayah Hukum Polresta Jambi; dan upaya – upaya yang dilakukan 

Polresta Jambi sebagai salah satu penegak hukum di wilayah kota Jambi 

dalam menghentikan perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam 

memberikan kepercayaan terhadap hukum dan mengembalikan rasa aman 
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 BAB   V  PENUTUP 

Berisi  kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang 

dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang 

dirumuskan dalam penulisan peneltian tesis ini.  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM MENGENAI  

PIDANA DAN PEMIDANAAN 

 

A. Pengertian Hukum Pidana 

Menurut Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah 

bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan 

metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum 

pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel). 45 

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana 

dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya,  

salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum 

pidana materil (materieele stafrecht)  dan hukum pidana  formal atau 

hukum acara pidana  yang lazim juga disebut “formeel stafrecht” atau 

strafprocesrecht, 46 

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materill 

dan hukum pidana formil,  Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut 

sebagai berikut: 

Hukum pidana materil terdiri  atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan  terhadap 
perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap  perbuatan itu. 

                                                 
45Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994,  

hal.  4. 
46Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik  Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. 

hal. 2.  
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Hukum pidana formil  mengatur cara bagaimana acara pidana 
seharusnya dilakukan dan menentukan  tata tertib  yang harus 
diperhatikan. 47 
 
Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, 

menjelaskan bahwa: 

Ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-paraturan yang 
diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran 
Undang-undang pidana. Hukum acara pidana mengatur hal-hal 
sebagai berikut: 
1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran; 
2. sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu; 
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si 

pelaku dan kalau perlu menahannya; 
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijmaterial) yang telah 

diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada 
hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim 
tersebut; 

5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan 
yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan 
pidana atau tindakan tata tertib; 

6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut; 
7. akhirnya melksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib 

itu.48 
 
Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro 

sebagai berikut:  

Perbedaan antara  hukum pidana  materiil dan  hukum pidana  
formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut Isi hukum pidana 
adalah penunjukkan  dan gambaran  dari perbuatan-perbuatan   
yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum  
yang harus dipenuhi  agar perbuatan itu  merupakan perbuatan yang 
membuatnya dapat dihukum  pidana, penunjukan orang  atau badan 
hukum yang  pada umumnya dapat dihukum pidana  dan 
penunjukan  jenis  hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. 
Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya 
hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian  
peraturan yang memuat  cara bagaimana badan-badan pemerintah  

                                                 
47Ibid., hal 5. 
48Andi Hamzah, Op. Cit., hal. 3. 



 

 

33 

yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus 
bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum 
pidana.49 
 
Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip 

oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-

petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-

syarat hal dapat dipidananya seseorang (strafbaarheld), penunjukan orang 

yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa 

dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, 

menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen 

bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan 

perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.50 

Sementara itu, Mr. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden 

Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil  sebagai berikut:  

Hukum pidana materil  adalah kumpulan hukum  yang menentukan 
pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran 
pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum 
pidana formil  adalah kumpulan  aturan hukum  yang mengatur  
cara mempertahankan  hukum pidana  materiil  terhadap 
pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, 
mengatur cara bagaimana  hukum pidana materiil  diwujudkan  
sehingga diperoleh  keputusan  hakim  serta mengatur  cara 
melaksanakan keputusan hakim.51 

 
Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, 

merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai 

berikut: 

                                                 
49Ibid. 
50Ibid. 
51Leden Marpaung, Op. Cit., hal 8. 
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Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan untuk: 
1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh 

dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 
yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar 
larangan larangan tersebut; 

2)  menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan; 

3)  menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan 
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 
tersebut.52 

 
Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di 

atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan 

hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil 

pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan 

sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 

pada pengertian yang telah dikemukakan di atas. 53 

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah 

mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 

(dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam 

KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-

undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana 

formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hukum acara pidana khusus (yang 

tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHAP).54 

                                                 
52Andi Hamzah, Op. Cit., hal 4-5. 
53Ibid. 
54Ibid., hal. 11. 
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B. Karakteristik Tindak Pidana dan Kebijakan Penggunaan Sanksi 

Pidana 

2. Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana 

Mengenai tindak pidana, dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini 

bahwa: 

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan 
dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana 
hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang 
menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda delict. 
Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang 
diambil dari frasa criminal act dalam bahasa Inggris.  Dalam 
bahasa Belanda, selain delict juga digunakan istilah strafbaar feit, 
sementara dalam bahasa Inggris digunakaan sebutan crime atau 
offence.55 
 
Sementara itu, pengertian mengenai tindak pidana antara lain 

dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut: 

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan 
(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan 
orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang 
menimbulkan kejadian itu.56 
 
Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak 

pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: peristiwa pidana, 

perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asing “strafbaar feit” 

atau “delict”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh 

                                                 
55Sutan Remy Sjahdeini,  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, 

Jakarta, 2006, hal.  25. 
56Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan Badan 

Peerbit Gajah Mada, Jogyakarta, 1995,  hal. 7.  
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undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang 

melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.57 

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang  

menterjemahkan  “strafbaar feit” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 

Selengkapnya ia menjelaskan bahwa: 

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran 
norma” atau “Normovertreding” (gangguan terhadap tertib 
hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga 
perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan 
dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan 
“Normovertreding” adalah suatu sikap atau perilakuatau 
“Gedraging” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah 
bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “Onrechmatig”, 
“Wederechtelyk” atau melanggar hukum.58 
 
Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak 

pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan 

undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni 

unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. 59 

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi: 

a.  perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positip, atau suatu 
perbu-atan negatip, yang menyebabkan pelanggaran pidana. 
Perbuatan positip misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), 
penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, 
sedangkan contoh dari perbuatan negatip yaitu : tidak 
melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui 
ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), 

                                                 
57R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus,  

Politeia, Bogor, 1974, hal. 6. 
58P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, 

Bandung, 1979, hal. 7. 
59R. Soesilo, Op. Cit., hal. 26-28.  
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membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia 
berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 
KUHP) dsb. 

b.  akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri dari atas 
meru-sakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan 
hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada 
supaya dapat dihukum. 

c.  keadan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini 
bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya 
dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu 
kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada 
waktu perbuatan “mengambil”. 

d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu 
melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. 
Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan 
hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di 
dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan 
:”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. 
Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus 
diancam dengan hukuman, oleh sutu norma pidana tertentu. 
Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, 
walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi 
telah dilakukan dalam keadaa-keadaan yang membebaskan 
misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.60 

 
Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektip dari norma 

pidana adalah  kesalahan (schuld) dari orang yang melanggar norma 

pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan 

kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggung-jawabkan dapat 

dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang 

kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat 

dipersalahkan”. 61 

                                                 
60Ibid. 
61Ibid. 
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Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, ditarik 

pengertian bahwa tindak pidana dapat diartikan sebagai kelakuan 

seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu 

akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai 

sanksi pidana.  

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan   

dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum  pidana 

hanyalah    apabila   suatu   ketentuan   pidana    yang    telah ada  

menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini 

berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (principle of legality), 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang menyatakan 

bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan 

pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan 

telah ada”.  

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium  

atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “nullum delictum nulla 

poena sine praevia lege”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada 

suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-

undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa 

peraturan terlebih dahulu.62 

Selanjutnya, engenai karakteristik dari perbuatan pidana, 

dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa dalam sistem perundang-undangan 

                                                 
62Moeljatno, Op. Cit., hal. 23. 
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hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-

tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-

pelanggaran. 63Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, 

R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa: 

Pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena 
kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik 
atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh 
undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam 
undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang 
manakah harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan 
itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan 
pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa 
pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan 
perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (rechtsdelict) dan 
delik undang-undang (wetdelicht)”. Suatu perbuatan merupakan 
delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan 
azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan 
rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut 
dicantumkan dalam undang-undang pidana”. 64 
 

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara 

kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum 

dari kedua jenis tindak pidana tersebut  sebagai berikut: 

a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – 
“Opzet” (delik dolus) dan karena  salahnya – “Schuld” (delik 
kulpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, 
peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan sengaja, 
merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-
lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila 
terjadinya karena salahnya, hanya diancam hukuman penjara 
selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya 
dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena 
salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan 
umum, baik dengan sengaja maupun karena salahnya  
(pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 

                                                 
63R. Soesilo, Op. Cit., hal .18. 
64Ibid. 
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dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman 
hukumnya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa 
hukuman yang dijatuhkan berbeda.  

b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, 
sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)... 

c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada 
pelanggaran tidak.65 

 
Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo 

mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan 

pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi 

pembagian-pembagian yang lain, yakni delik formil dan delik materiil, 

delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik kulpa, delik 

aduan, delik biasa, delik berkualipikasi dan delik sederhana, delik propria 

dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan 

(voortgezet).66 

Pertama, mengenai delik formil dan delik materiil.  Delik formil 

yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan 

dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (Pasal 362 

KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara 

tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil’. Dengan selesainya 

perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. Delik materiil yaitu jika 

yang dilarang itu akibatnya, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP). 

Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain 

mati terbunuh) yang dilarang.67 

                                                 
65Ibid., hal. 20. 
66Ibid., hal. 22- 24. 
67Ibid. 
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Kedua tentang delik komisionis dan delik omisionis.Delik 

komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap larangan yang diadakan 

oleh undang-undang, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan 

(Pasal 372 KUHP). Di sini orang dilarang mencuri dan menggelepkan, ia 

melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik omisionis ialah delik 

yang terdiri atas mengabaikan keharusan yang diadakan oleh undang-

undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan 

negara harus melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib 

(Pasal  164 KUHP), tetapi orang itu tidak elaporkan, jadi mengabaikan 

suatu keharusan.68 

Ketiga, delik dolus dan delik kulpa. Delik dolus yaitu suatu delik 

yang dilakukan dengan sengaja, misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), 

sengaja menganiaya (pasal 351 KUHP), sedangkan delik kulpa yaitu delik 

yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati 

menyebabkan mati atau luka parah orang lain (pasal 359 dan 360 

KUHP).69 

Keempat tentang delik aduan dan delik biasa. Delik aduan yaitu 

suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang 

menderita delik itu, misalnya penghinaan (Pasal 310 dsb. KUHP), 

pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), sedangkan delik 

biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut 

                                                 
68Ibid. 
69Ibid. 
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(tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), 

penganiayaan (Pasal 351 KUHP).70 

Kelima menyangkut delik berkualipikasi dan delik sederhana. 

Delik berkualipikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan 

delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya 

pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)  adalah bentuk  iasa dari pencurian, 

sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (Pasal 363 KUHP) 

adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik 

berkualipikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.71 

Keenam, delik propria dan delik biasa. Delik propria yaitu suatu 

delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan 

tertentu, misalnya seorang ibu (Pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri 

(Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh 

sembarang orang. 72 

Ketujuh tentang delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik 

lanjutan (voortgezet). Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak 

tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 

KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa 

perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara 

                                                 
70Ibid. 
71Ibid. 
72Ibid. 
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yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, 

sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...73 

2. Pertanggungjawaban Pidana dan Kebijakan Penggunaan Sanksi 

Pidana 

Mengenai pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeini 

mengemukakan bahwa: 

Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga 
dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility menjurus 
kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan 
apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat 
dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi 
atau tidak.74 
 
Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, 

mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan 

seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Ia mengatakan 

bahwa:  

Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu 
hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat 
dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya 
menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan 
pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan 
perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam 
pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika 
tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit 
reum mens rea).75 
 
Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeini 

mengemukakan sebagai berikut: 

                                                 
73Ibid., hal. 22- 24. 
74Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hal. 36. 
75Ibid. 
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Dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah 
dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, 
mengacu pada adagium atau maxim, yang sejak lama dianut secara 
universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi actus non 
facit reum, nisi mens sit rea. Adagium tersebut menyatakan bahwa 
seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan 
hanya karena dia telah melakukan suatu   perilaku   lahiriah  (actus 
reus),  tetapi  juga  pada  waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, 
orang itu harus memiliki sikap kalbu (mens rea) tertentu yang 
terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa 
Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai Tiada pidana 
tanpa kesalahan. 76 
 
Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga 

dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali bahwa: 

Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan 
yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif 
yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena 
perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas 
legalitas (principle of legality), sedangkan dapat dipidananya 
pembuat adalah asas kesalahan (principle of culpability). Ini berarti 
bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia 
mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. 77 
 
Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, 

seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat 

melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting 

dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan 

dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang 

dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (opzet) atau karena “kelalaian” 

(culpa). 

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan 

berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa 
                                                 

76Sutan Remy Sjahdeini,  Op. Cit., hal.  25. 
77Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 41.  
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dalam  teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, 

yaitu: 

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan  
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat 
dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh 
khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu 
tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. 
Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, 
berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu 
akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman 
hukuman ini. 

2.   Kesengajaan secara keinsyafan kepastian  
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya 
tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari 
delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti 
perbuatan itu.  

3.   Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.  
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan 
suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, 
melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan 
akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan 
bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai 
pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang 
dilakukannya.78 

 
Sementara mengenai kealpaaan, dikemukakan oleh Moeljatno 

sebagai berikut: 

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu  tidak mengadakan 
penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum  dan tidak 
mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hokum. Dari 
ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama 
memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut 
semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan 
penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang 
melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang 
semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi 
akibat dari kelakuannya. 79 
 

                                                 
78Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.   
79Moeljatno, Hukum Pidana II.. Bina Aksara, Jakarta:, 1995, hal. 153.   
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Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa: 

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau 
bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut 
memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak 
dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan 
pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai 
kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari 
sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat 
dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.80 
 
Terhadap pendapat Sudarto tersebut, ditarik pengertian bahwa 

kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana 

seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. 

Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana 

dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (green straf onder schuld). 

Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema 

dalam hampir semua  ajaran penting dalam hukum pidana.  

Persoalan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari 

tindak pidana. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat 

dipisahkan. Pendapat mengenai hal itu, antara lain dikemukakan oleh 

Moeljatno,  bahwa: 

Antara perbuatan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, 
ada hubungan erat seperti halnya perbuatan dengan orang yang 
melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau 
di sampingnya ada pertanggungjawaban; sebaliknya tidak mungkin 
adanya per-tanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. 
Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya 
pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab bagi 

                                                 
80Mahrus Ali, Op. Cit. 
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masyarakat Indonesia juga berlaku asas tidak dipidana jika tidak 
ada kesalahan.81 
 
Pendapat lain dikemukakan oleh Chaerul Huda, yang berpendapat 

bahwa  pengertian dari  pertanggungjawaban pidana adalah:  

Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang 
dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu 
adalah adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, 
terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak 
pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban 
pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang 
dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran 
atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.82 

 
Pendapat lain mengenai pertanggungjawaban pidana, dikemukakan 

oleh Sudarto, bahwa terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk 

dapat dipidanya seseorang pembuat atau pelaku tindak pidana, yakni ada 

suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, ada unsur kesalahan 

berupa kesengajaan atau kealpaan, ada pembuat yang mampu 

bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf.83 

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian dari 

pertanggungjawaban pidana dapat didekati dari pengertian tindak pidana, 

dimana perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-

undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni 

                                                 
81Moeljatno, Op.Cit. 
82Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
2006, hal. 68. 

83Sudarto,  Op. Cit.,  hal 28.      
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unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. 

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa: 

I.  Unsur objektif itu meliputi: 
a.  perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positip, atau suatu 

perbuatan negatip, yang menyebabkan pelanggaran pidana. 
Perbuatan positip misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), 
penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) 
dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatip yaitu : tidak 
melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia 
mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara 
(Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan 
sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan 
pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb. 

b.  akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri dari atas 
merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan 
hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada 
supaya dapat dihukum. 

c.   keadan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan 
ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, 
misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang 
yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan 
yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”. 

d.  sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu 
melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. 
Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan 
hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan 
tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP 
disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum 
(melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa 
perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh sutu 
norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa 
hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman 
dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam 
keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 
44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. 

II. Sekarang apakah yang dimaksud dengan unsur subjektip dari 
norma pidana?.  Ini adalah : kesalahan (schuld) dari orang 
yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus 
dapat diper-tanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, 
jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang 
sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat 
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dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak 
dapat dipersalahkan.84 

 
Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga 

dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa: 

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang 
terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang 
dipertanggungjawabkan orang itu adalah adalah tindak pidana yang 
dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban 
pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh 
seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan 
suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi 
terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan 
tertentu.85 
 
Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali, mengemukakan bahwa 

Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang 

objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada 

memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar 

adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (principle of legality), 

sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (principle of 

culpability). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan 

dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan 

tersebut. 86 

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, ditarik pengertian bahwa 

kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana 

seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. 

Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana 
                                                 

84R. Soesilo, Op. Cit., hal. 26-28.  
85Chairul Huda, Op.. Cit. 
86Mahrus Ali, Op. Cit.,  hal. 41.  
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dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (green straf onder schuld). 

Asas kesalahan ini merupakan asas paling penting sehingga meresap dan 

menggema dalam hampir semua  ajaran penting dalam hukum pidana.  

Berdasarkan uraian di atas, untuk dapat dimintai atau dibebani 

pertanggungjawaban pidana, seorang pelaku tindak pidana atau seseorang 

yang melakukan perbuatan melawan hukum yang telah diatur di dalam 

perundang-undangan yang berlaku, haruslah memiliki unsur kesalahan, 

baik berupa kesengajaan atau kealpaan. Di samping itu, si pelaku tersebut 

haruslah mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf atau 

alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukannya.  

Dengan demikian, kiranya menjadi jelas bahwa 

pertanggungjawaban pidana atau pengenaan pidana akan menjadi efektif, 

manakala perumusan ketentuan pidana terhadap suatu tindak pidana, 

memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang unsur-unsur perbuatan 

pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap si pelaku. 

Selanjutnya, mengenai penggunaan, pemberian atau pengenaan 

sanksi pidana, antara lain dikemukakan oleh Sudarto, seperti dikutip M. 

Sholehuddin bahwa:  

Pemberian pidana in abstracto adalah menetapkan stelsel sanksi 
hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. 
Sedangkan pemberian pidana in concreto menyangkut berbagai 
badanyang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel 
sanksi hukum pidana itu. 87 
 

                                                 
87M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track 

System & Implementasinya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 114. 
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Dalam Black’s Law Dictionary, Henry Campbell Black 

memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang 

dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan 

pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara. 88 

Sementara itu, G.P. Hoefnagels memberikan arti yang lebih luas. 

Diakatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi 

terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, 

dimulai dengan penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai 

pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai 

suatu proses waktu yang secara keseluruhan prose situ dianggap suatu 

pidana.89 

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP 

maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis 

sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi 

pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide 

dasar, landasan filosofis yang melatar-belakanginya, tujuan maupun yang 

lain.  

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 

KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa: 

Pasal 10 
 Pidana terdiri atas : 

a. Pidana Pokok, 
1. pidana mati 

                                                 
88Mahrus Ali, Op. Cit., hal. 91. 
89M. Sholehuddin, Op. Cit., hal. 115. 
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2. pidana penjara 
3. pidana kurungan 
4. pidana tutupan 
5. pidana denda 

 
b. Pidana tambahan 

1. pencabutan hak-hak tertentu 
2. perampasan barang-barang tertentu 
3. pengumuman putusan hakim 

 
Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas 

berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di 

dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-

undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.90 

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak 

digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang 

dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 

10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, 

seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara 

waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, 

dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan 

barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya 

merupakan pidana tambahan.  

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih 

banyak dimuat di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP. Di 

dalam KUHP sendiri juga diatur bentuk-bentuk sanksi tindakan,  berupa 

                                                 
90Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Pradnya Paramita,   

Jakarta, 1993, hal 175. 
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perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau 

walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang 

masih di bawah umur.  

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang 

tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif 

sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan 

keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak 

pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan 

sebagainya. 

Adapun ide dasar dari penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan 

atau dikenal dengan istilah sistem dua jalur (double track system), antara 

lain dikemukakan oleh M. Sholehuddin bahwa: 

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi 
pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi 
tindakan di pihak lain. Walaupun di tingkat praktek, perbedaan 
antara sanksi pidana dan sanksi tindakan  sering agak samar, namun 
di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. 
Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana 
bersumber pada ide dasar:”mengapa diadakan pemidanaan”. 
Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar;”untuk apa 
diadakan pemidanaan itu”.91 
 
Selanjutnya, M. Sholehuddin menjelaskan bahwa: 

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu 
perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif 
terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan 
pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui 
pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. 

                                                 
91M. Sholehuddin, Op. Cit., hal. 17. 
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Fokus tindakan lebih terarah pada upaya member pertolongan pada 
pelaku agar ia berubah. 92 
 

C. Pemidanaan 

Menurut Sudarto,  masalah pidana merupakan masalah yang 

mendasar dalam hukum pidana. Bahkan sejarah hukum pidana pada 

dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan pemidanaan. Selanjutnya, ia 

menjelaskan bahwa: 

Istilah “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga 
dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan 
tentang hukumannya” (berechten). ”Menetapkan Hukum” untuk 
suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja 
tetapi juga hukum perdata.“Penghukuman” dapat disempitkan 
artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim 
dengan ”pemidanaan” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh 
hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian,  mempunyai 
makna sama dengan sentence conditionally atau 
voorwaardelijkveroodeeld  yang  sama artinya dengan “dihukum 
bersyarat” atau  “dipidana bersyarat”. Istilah “hukuman” kadang-
kadang digunakan untuk pengganti perkataan ”straf” namun kata 
“pidana” lebih baik dari pada “hukuman”. 93 
 
Pendapat lain mengenai istilah pidana dan pemidanaan, 

dikemukakan oleh  Moeljatno. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa  

istilah “hukuman” dan “dihukum” adalah istilah yang kurang tepat untuk 

menterjemahkan “straf” dan “wordt gestraft” dalam bahasa Belanda. 

Istilah yang tepat adalah “pidana” untuk menggantikan kata “straf” dan 

“diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “wordt gestraft”. 94 

Selanjutnya, mengenai pengertian dari pidana dan pemidanaan 

dikemukakan oleh Sudarto bahwa “Yang dimaksud dengan pidana ialah 
                                                 

92Ibid. 
93Sudarto,  Op. Cit., hal. 31.  
94Moeljatno.. Op. Cit.,  hal. 11. 
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penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. 95 

Senada dengan Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan pengertian 

dari pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang 

sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa ini bukanlah 

suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat.96 

Pendapat lain mengenai pidana dan pemidanaan dikemukakan 

Binsbergen sebagaimana  dikutip Dwidja Priyatnobahwa: 

Ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan 
salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (een 
terechwijizing dorr de overhed gegeven terzake van een strafbaar 
feit). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut  adalah tingkah 
laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahakan 
lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat 
sendiri” (onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, 
also m het behoud van de dader zelf); 97 
 
Ahli asing lain yang berpendapat tentang pengertian pidana dan 

pemidanaan adalah GP Hoefnagels.  Seperti dikutip oleh Muladi dan 

Barda Nawawi Arief,  GP Hoefnagels mengatakan bahwa:    

Pidana bukan merupakan suatu pencelaan (cencure) atau suatu 
penjeraan (discouragement) atau merupakan suatu penderitaan 
(suffering). Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada 
pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, 
sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis 
dijatuhkan. Jadi secara empiris bahwa pidana merupakan suatu 
proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak 
penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu 
pidana). Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan 
suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu 
keharusan/kebutuhan. Pemberiansanksi merupakan suatu proses 

                                                 
95Ibid. 
96Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 9. 
97Ibid. 



 

 

56 

pembang-kitan semangat (encouragement) dan pencelaan (cencure) 
untuk tujuan dasar agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan 
diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.98 
 
Selanjutnya mengenai pemidanaan, pada prinsipnya dapat 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok teori, yaitu “Teori Absolut” 

atau teori pembalasan (retributive/velgelding theorieen) dan “Teori 

Relatif” atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen). Masing-masing teori 

memiliki karakteristik atau ciri-ciri pokok.  Menurut Karl O. Cristiansen, 

seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, ciri-ciri pokok  dari 

“Teori Absolut” adalah: 

Dalam pandangan teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata 
karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai 
pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini 
dasar pembenarannya adalah kejahatan itu sendiri. Menurut 
pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. 
Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti 
darah, nyawa ganti nyawa.Menurut Johanes Andenaes, “tujuan 
utama  (primair) dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan 
keadilan (to satisfy the claims of justice), sedangkan pengaruh-
pengaruh  lain yang menguntungkan hanya  merupakan tujuan  
yang sekunder”.99  Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini 
antara lain dikemukakan oleh Emanuel Kant yang “memandang 
pidana sebagai “Kategorische Imperatif”.100 Yang berarti seorang 
harus  dipidana oleh hakim  karena ia telah melakukan kejahatan. 
Dengan demikian pidana bukan merupakan alat  yang digunakan  
untuk mencapai  suatu tujuan, melainkan semata-mata  
mencerminkan keadilan. 
 
Berdasarkan ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” yang 

dikemukakan oleh Karl. O. Cristiansen, dapatlah ditarik pengertian bahwa:   

a. Tujuan pidana semata-mata  untuk pembalasan; 
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b. Pembalasan merupakan tujuan utama  tanpa mengandung 
sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat; 

c. Kesalahan merupakan satu-satunya  syarat  bagi adanya pidana; 
d. Pidana harus  disesuaikan dengan kesalahan pembuat; 
e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang 

murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau 
memasyarakatkan kembali pelanggar.101 
 

Selanjutnya mengenai “Teori Relatif”, Tongat menegemukakan 

bahwa:  

Berbeda  dari teori retributif sebagaimana dikemukakan di atas, 
maka menurut  teori utilitarian, pidana bukanlah untuk memuaskan  
tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri  tidak 
mempunyai  nilai, tapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan 
masyarakat. Dalam teori ini pidana  bukanlah sekedar untuk 
melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang  yang telah 
melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu 
yang bermanfaat. Oleh karena itulah teori ini sering disebut sebagai  
teori tujuan (utilitarian theory) atau dikenal dengan sebutan teori 
teleologis.102 
 
Mengenai tujuan tersebut, Van Bemmelen seperti dikutip Tongat 

mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah pencegahan  

kejahatan (prevensi) dapat  dibedakan antara prevensi  spesial dan prevensi 

general atau sering juga disebut  special deterence dan general 

deterence.103 

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa: 

Dalam prevensi spesial, pengaruh  pidana  ditujukan terhadap  
terpidana, jadi  pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan 
mempengaruhi berbuat jahat. Sedangkan prevensi  general 
pengaruh  pidana  ditujukan terhadap  masyarakat pada umumnya. 
Dalam arti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana 
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102Tongat,  Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Cet. 
Kedua,Universitas Muhammadiyah, Malang,  2004, hal. 7. 

103Ibid. 



 

 

58 

dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada 
umumnya agar tidak melakukan kejahatan. Ini berarti pidana 
bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang  lebih 
baik dan berguna bagi masyarakat. 
 
Selain prevensi spesial dan prevensi general, Van Bemmelen 

memasukkan  pula ke dalam teori ini  apa yang disebutnya dengan “daya 

untuk mengamankan”. Merupakan kenyataan, khususnya pidana 

pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap 

kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara daripada  kalau 

dia tidak dalam penjara.104 

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan karakteristik dari 

“Teori Relatif”, yaitu: 

a. Tujuan pidana adalah pencegahan; 
b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan   sarana 

untuk mencapai  tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan 
masyarakat; 

c. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana; 
d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat 

pencegahan kejahatan; 
e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung  unsur 

pencelaaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur  
pembalasan tidak dapat diterima jika  tidak dapat membantu 
pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan 
masyarakat. 105 
 

Sementara itu, berangkat dari ketidakpuasan prisip-prinsip retributif 

maupun utilitarian, maka muncullah “Teori Integratif”. Teori Integratif 

berusaha mengabungkan kedua prinsip teori tersebut, sehingga seringkali 

teori ini disebut aliran integratif. Penulis  yang pertama kali menganjurkan 
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teori ini adalah Pellegrono Rossi (1787-18478). Sekalipun ia menganggap 

pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa  berat pidana tidak boleh 

melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia  berpendirian, bahwa 

pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang 

rusak dalam masyarakat dan prevensi general.106 

Menurut Muladi pada prinsipnya teori ini: 

Menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi 
terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa  fungsi 
sekaligus, yaitu bersifat retributif dan sekaligus  juga  mempunyai 
sifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang 
kesemuanya harus  dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus 
dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Jadi  dalam hal ini, pidana  
dan pemidanaan terdiri dari  proses kegiatan terhadap pelaku  
tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu  diharapkan untuk 
dapat mengasimilasikan kembali  narapidana ke dalam masyarakat. 
Seiring dengan itu   masyarakat menuntut agar individu tersebut 
diperlakukan dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan  
atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut hal tersebut diharapkan  
dapat menunjang tujuan yang bermanfaat, yang dalam hal ini  harus 
ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan 
anggapan pidana sebagai seni (punisment as an art).107 
 
Menurut Muladi, asumsi dasar dari teori pemidanaan integratif 

(kemanusian dalam sistem Pancasila). adalah bahwa:  

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, 
keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang 
mengakibatkan kerusakkan dan keserasian dalam hidup masyarakat 
yang mengakibatkan kerusakkan individual dan sosial (individual 
and social damages). Tujuan pemidanaan adalah memperbaiki 
kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak 
pidana”.108 
 
Selanjutnya Muladi menjelaskan bahwa: 
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Seperangkat tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan yang 
integratif yang harus dipenuhi meliputi, “pencegahan (umum dan 
khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas 
masyarakat, pengimbalan/ pengimbangan. Harus dipenuhinya 
seperangkat tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya 
kasuistis.109 
 
Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh 

Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur 

berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. 

Tiga R itu ialah  Reformation, Restraint dan Restribution, sedangkan satu 

D ialah Deterrence yang terdiri atas individual deterrence dan general 

deterrence (pencegahan khusus dan pencegahan umum). 110 

Mengenai pengertian dari Reformation, Andi Hamzah menjelaskan 

bahwa: 

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana 
menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat 
akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun  yang merugi 
bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan 
tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pemidaan ini seringkali 
dianggap tidak berhasil oleh sebagian sarjana karena masih 
banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang 
perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan 
dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.111 
 
Mengenai tujuan pemidanaan yang kedua  yakni Restraint, Andi 

Hamzah menguraikan bahwa: 

Restraint maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. 
Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti 
masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya 
dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana 
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harus diperbaiki,  tergantung pada dampak dari rasa aman yang 
dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut. 112 
 
Selanjutnya, pengertian dari Retribution, dikemukakannya sebagai 

berikut: 

Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah 
melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak 
dikritik sebagai sistem yang   tidak sesuai dengan masyarakat yang 
beradab. Namun bagi yang pro pembalasan,  mengatakan bahwa 
orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat 
seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi 
penjahat (Magna Carta for law breaker).113 
 
Terakhir mengenai Deterrence. Terhadap tujuan pemidanaan yang 

terakhir ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa: 

Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik 
terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial 
menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan 
kejahatan.Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil 
jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan 
terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.114 
 
Selanjutnya, terkait dengan tujuan pemidanaan yang 

dikemukakannya di atas, andi Hamzah menjelaskan bahwa: 

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari 
bentuk-bentuk: penjeraan (deterrent), baik ditujukan kepada 
pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang 
mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada 
masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada 
penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer 
dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi 
pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana 
dalam membina pelanggar hukum. 115 
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Berdasarkan pendapat sejumlah ahli hukum mengenai tujuan 

pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, dapatlah 

disimpulkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal. 

Misalnya untuk pembalasan semata atau untuk pencegahan saja. Akan 

tetapi semuanya sepakat, bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu 

meliputi tujuan integratif. Hal ini mengingat tujuan yang bersifat tunggal 

seperti dalam teori retributif dan teori utilitarian mengandung kelemahan-

kelemahan.  

Bagi bangsa Indonesia, teori pemidanaan yang paling cocok 

digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan 

pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis 

filosofis  masyarakat Indonesia sendiri.   

Hal itu tercermin pada perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 

50 Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan: 

1.  Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman 
negara, masyarakat dan penduduk; 

2. Membimbing terpidana agar insyaf dan menjadi anggota 
masyarakat yang berbudi baik dan berguna; 

3. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana; 
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 

diperkirakan merendahkan martabat manusia.  
 
Dari perumusan tujuan pemidanaan di atas, Didin Sudirman 

menyimpulkan bahwa:  

Tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketika hakim 
menjatuhkan pemidanaan kepada penjahat demi pengayoman 
terhadap negara, masyarakat dan penduduk. Akan tetapi masih 
berlanjut sampai dengan tujuan pemidanaan yang kedua dan ketiga 
yakni agar adanya pembimbingan agar si terpidana insyaf dan 
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menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna serta 
adanya upaya untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan 
oleh tindak pidana. 116 
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64 

BAB III 

TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN PIDANA  

DAN MAIN HAKIM SENDIRI  

 

A.  Kebijakan Hukum Pidana. 

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai penegakan hukum, 

kiranya perlu diketahui terlebih dahulu upaya negara untuk melindungi 

masayarakat dari kejahatan atau upaya penanggulangan kejahatan melalui 

apa yang sering disebut sebagai “kebijakan kriminal”. Pengertian 

kebijakan kriminal anatara lain dikemukakan oleh  Mardjono 

Reksodiputro. Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa : 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas pada 
hakekatnya adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh 
pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan 
terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk 
melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan 
(penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar 
hukum).117   
 
Selanjutnya Sudarto mengemukakan tiga pengertian mengenai 

kebijakan kriminal : 

1.  Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang 
menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang 
berupa pidana; 

2. Dalam arti luas, ialah keseuruhan fungsi dari aparatur penegak 
hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan 
polisi; 
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b. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, 
yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari 
masyarakat.118 

 
Di sisi lain, Marc Ancel seperti dikutip Barda Nawawi Arief 

mengemukan bahwa kebijakan kriminal (criminal policy) didefinisikan 

sebagai “the rational organization of the control of crime by society” atau 

“suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.119 

Bertolak dari pendapat Marc Ancel tersebut, G. Peter Hoefangels 

sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, mengungkapkan beberapa 

pengertian dari kebijakan kriminal sebagai berikut : 

1. Criminal Policy is a the rational organization reaction to 
crime; 

2. Criminal Policy is the science of responses; 
3. Criminal Policy is the science of crime prevention; 
4. Criminal Policy is a policy of designating human behaviour as 

crime;  
5. Criminal Policy is a rational total of the responses to crime120  
 
Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa kejahatan tumbuh 

akibat interaksi dan perkembangan sosial masyarakat. Oleh karenanya 

apabila ingin mencapai keberhasilan dalam melindungi masyarakat dari 

kejahatan, maka kebijakan penanggulangan kejahatan haruslah bersifat 

terpadu dan selaras dengan kebijakan sosial.   

 Kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. 

Kebijakan sosial hanya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah 

                                                 
118 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 1 

119Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Undip, Semarang, 
1996, hal. 2. 

120 Ibid. hal. 2 
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kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan 

kejahatan tidak akan banyak artinya apabila kebijakan sosial justru 

merangsang tumbuhnya kejahatan.   

Hubungan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, antara 

lain dikemukan oleh G. Peter Hoefnagels seperti dikutip Barda Nawawi 

Arief: “Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy : 

the law enforcement policy...The legislative and enforcement policy is in 

turn part of social policy”.121 

Senada dengan pendapat di atas, Muladi mengemukan mengenai 

hubungan politik kriminal dan politik sosial, Muladi mengatakan bahwa : 

Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat 
untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan 
demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari 
politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral 
dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik 
sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahan dari keseluruhan 
kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka 
wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan 
(termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian 
integral dari rencana pembangunan nasional.122  
 
Urgensi atau perlunya pendekatan kebijakan yang terpadu antara 

politik kriminal dengan politik sosial, dikemukakan oleh W. Clifford 

seperti dikutip Barda Nawawi Arief  bahwa : 

On the one hand there is the need for a wider view of criminal 
policy as an integral part of general political and social policy of a 
given country. It is a reflection of local mores and customs and by 
product of development. From this wider view-point criminal policy 

                                                 
121 Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal 3 
122Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP. Universitas Diponegoro, 

Semarang, 2002, hal. 11.  
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can not be something a part from the more general social situation 
but must be developed from it and through it 123 
 
Selaras dengan pendapat W. Clifford, Sudarto menjelaskan bahwa:   
 
Apabila  hukum  pidana hendak  dilibatkan  dalam usaha mengatasi 
segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi maka 
hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal 
atau social defence planning, dan inipun harus merupakan bagian 
integral dari rencana pembangunan nasional 124 
 
Bertolak dari konsepsi kebijakan integral yang demikian itu, PBB 

dalam beberapa kongres mengenai Crime Trend and Crime Prevention 

Strategies, menegaskan pentingnya negara-negara anggota untuk 

menyusun sebuah kebiajakan kriminal yang terpadu dengan kebijakan 

sosial atau kebijakan pembangunan. Selengkapnya mengenai penegasan 

PBB tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kongres PBB ke-4 mengenai Prevention of crime and the 
Treatment of offenders tahun 1970 :   
Any dichotomy between a country ‘s policies for social defence 
and its planning for national development was unreal by 
definition;  

2. Kongres PBB ke-6 tahun 1980: 
a. Crime prevention and criminal justice should be considered 

in the context of economic development, political system, 
social and cultural values and social change, as well as in 
the context of  the new international economic order. 

b.  It is a matter of a great importance and priority that prog-
rammes for crime prevention and the treatment of offenders 
should be based on the social , cultural, political and 
economic circumstances of each country, in a climate of 
freedom and respect for human rights, and that members 
states should develop and effective capacity policy 
coordinated with strategies for social, economic, political 
and cultural development.  

3. Kongres PBB ke-7 di Milan tahun 1985 :  
                                                 

123 Ibid., hal 84 
124Sudarto, Op. Cit., hal. 104.  
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Crime prevention and criminal justice should be considered in 
the context of economic development, political systems, social 
and cultural values and social chaneg, as well as in the context 
of the new international economic order. The criminal justice 
system should be fully responsive to the diversity of political, 
economic and social systems and to the constantly evolving 
conditions of society.125 

 
Dari pernyataan-pernyataan Kongres PBB tersebut di atas, kiranya 

dapat diambil penegasan bahwa apabila hasil-hasil pembangunan 

didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta 

menunjang seluruh kondisi sosial, maka pembangunan tidak bersifat 

kriminogen.  

Namun sebaliknya, ia dapat merangsang tumbuhnya kejahatan 

apabila pembangunan  tidak direncanakan secara rasional, perencanaannya 

tidak proporsional atau timpang dan tidak seimbang, mengabaikan nilai-

nilai kultural dan moral, dan tidak mencakup strategi perlindungan 

masyarakat yang integral. 

Selanjutnya, mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk 

mencapai kebijakan kriminal yang terpadu tersebut di atas, antara lain 

dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda 

Nawawi Arief.  Selengkapnya  G. Peter Hoefnagels dapat ditempuh 

melalui tiga cara, yakni : 

Penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan 
tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi 
pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat 
media massa (influencing views of society on crime). Sejalan 
dengan itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa 
penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan 

                                                 
125 Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal 6 
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melalui jalur hukum pidana (penal policy) dan jalur di luar hukum 
pidana (non penal policy), yang dilaksanakan secara terpadu. 126 
 
Terkait dengan penggunaan hukum pidana dalam mencapai 

kebijakan kriminal sebagaimana dikemukakan di atas,  Mardjono 

Reksodiputro menjelaskan bahwa: 

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu 
sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang dibentuk 
oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula 
berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang 
pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi 
pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum 
pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama 
agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi 
masyarakat.127 
 
Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Siswantoro Sunarso 

mengemukakan bahwa: 

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat 
represssive. Sementara jalur non penal, lebih mendekatkan pada 
sifat preventive atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. 
Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran 
pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab 
terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial 
yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau 
menumbuh-suburkan kejahatan.128 
 
Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan 

hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa: 

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari 
pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan 
hukum pidana (penal policy). Kebijakan hukum pidana pada 
intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya 

                                                 
126 Ibid., hal. 4.  
127Mardjono Reksodiputro, Op. Cit.,  hal. 92. 
128Siswantoro Sunarso, Op. Cit., hal 15. 
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pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik 
kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian 
“Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. 129 
 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kiranya dapat ditarik 

pengertian bahwa untuk mencapai kebijakan kriminal sebagai bagian 

integral dari kebijakan sosial, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. 

Istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana menurut Barda 

Nawawi Arief berasal dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” 

(Belanda). Selengkapnya ia mengemukakan bahwa : 

Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum 
pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam 
kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal 
dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law 
policy” atau “strafrechtspolitiek”. 130 
 
Sementara itu  menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik 

hukum pidana dapat dilihat dari politik kriminal. Selanjutnya, ia 

menjelaskan bahwa: 

Menurut politik hukum,  kebijakan hukum pidana  adalah usaha 
untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan  
keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara 
melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-
peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan 
untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat 
dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. 131 
 
Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan  bahwa:  

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan 
untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik 
dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan 

                                                 
129Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Cet. Ketiga, 

Alumni, Bandung, 2005, hal. 11 
130Barda Nawawi Arief, Op. Cit. hal. 25  
131 Sudarto, Op. Cit., hal 28 
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kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha 
mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai 
dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang 
akan datang.132 
 
Dari sudut pandang lainnya, Barda Nawawi Arief menyatakan 
bahwa :  
 
Masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah 
semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat 
dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. 
Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana 
juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa 
pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan 
memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin 
ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan 
sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. 133 
  
Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka 

kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau 

membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. 

Pengertian demikian terlihat pula dalam defisinisi “penal policy” dari 

Marc Ancel yang  secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu 

sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum 

positif dirumuskan secara lebih baik”. 134 

Oleh karena itu, menurut Barda Nawawi Arief, yang dimaksud 

dengan peraturan hukum positif (the positive rules) dalam definisi Marc 

Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. 

                                                 
132 Ibid. 
133 Barda Nawawi Arief, Op. Cit. hal. 25.  
134 Ibid.,  hal 29 
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Dengan demikian istilah penal policy menurut Marc Ancel adalah sama 

dengan istilah kebijakan hukum pidana.135 

 Mengacu pada penggunaan hukum pidana dalam orientasi pada 

kebijakan sosial itulah, menurut Djoko Prakoso, mengutip pendapat 

Sudarto dalam menghaadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus 

diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut : 

a.  Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan 
tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan 
Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum 
pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan 
mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan 
itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat; 

b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau 
menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan 
perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang 
mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga 
masyarakat; 

c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan 
prinsip biaya dan hasil;  

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan 
kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan 
penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas 
(overblasting). 136 

 
Berdasarkan paparan di atas di atas, kiranya dapat ditarik 

kesimpulan bahwa untuk mencapai kebijakan perlindungan masyarakat 

terhadap kejahatan  sebagai bagian integral dari kebijakan sosial atau 

kebijakan pembangunan, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. 

Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah usaha mewujudkan 

peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan 
                                                 

135 Ibid. 
136 Djoko Prakoso, Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1984, hal. 32 
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keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang 

serta yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk 

mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk 

mencapai apa yang dicita-citakan. 

B.  KUHP dan KUHAP Sebagai Produk Kebijakan Hukum Pidana. 

Berdasarkan pengertian yang telah dibahas sebelumnya bahwa 

kebijakan hukum pidana adalah upaya perlindungan masyarakat dari 

kejahatan melalui peraturan perundang-undangan pidana yang baik, maka 

kiranya dapat disimpulkan bahwa  norma-norma hukum yang diatur di 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan norma hukum 

acara pidana  yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), merupakan produk dari kebijakan hukum pidana.  

Sebelum melakukan pembahasan apakah KUHP dan KUHAP telah 

dapat dikatakan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan pidana 

yang baik, ada baiknya terlebih dahulu diketahui sejarah atau latar 

belakang historis dari lahirnya hukum pidana dan hukum acara pidana 

nasional yang berlaku saat ini.  

Menurut R. Soesilo, sejarah hukum pidana tertulis yang berlaku di 

Indonesia dapat dimulai dari sejak kedatangan bangsa Belanda di 

Indonesia, di zaman V.O.C. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa: 

Pada zaman itu hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang 
Belanda di tempat-tempat pusat dagang V.O.C. ialah hukum kapal 
yang terdiri dari hukum Belanda Kuno ditambah dengan azas-azas 
hukum Romawi. Oleh karena hukum kapal itu lama kelamaan tidak 
lagi dapat menyelesaikan semua persoalan yang terjadi pada waktu 
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itu, maka kemudian dibuat peraturan-peraturan lebih lanjut yang 
oleh penguasa di pusat dagang dikeluarkan dalam bentuk plakat-
plakat, kemudian plakat-plakat ini dihimpun dan dinamakan Statuta 
Betawi yang berlaku pertama-tama di “Bataviase Omme-Landen”, 
daerah batasnya dalah sebelah barat : sungai Cisadane, di utara : 
pulau teluk Betawi, di timur: sungai Citarum, dan di selatan: 
Samudera Indonesia. Dimaksudkan, bahwa plakat-plakat itu 
berlaku untuk semua bangsa yang berada di tempat tersebut, akan 
tetapi prakteknya hanya dapat dipergunakan bagi bangsa Belanda 
saja, sedangkan untuk penduduk lainnya berlaku hukum adat. 
Pidana-pidana menurut plakat-plakat pada waktu itu berupa: 
a. dibakar hidup-hidup diikat pada suatu tiang, 
b. dibunuh dengan memakai keris, 
c. dicap bakar, 
d. dipukuli, 
e. dipukul dengan rantai, dimasukkan penjara, 
f. dipekerjakan dengan paksa. 
Pidana-pidana menurut hukum adat atau hukum para raja dahulu, 
umpamanya :  
a. mencuri dihukum potong tangan, 
b. pidana mati dilakukan dengan jalan memotong-motong daging 

dari badan (sayab), kepala ditumbuk (sroh), dipenggal dan 
kepalanya kemudian ditusuk dengan gantar (tanjir)  dan 
sebagainya”. 137 

 
Selanjutnya, R. Soesilo menjelaskan bahwa lama setelah tahun 

1750an dimana V.O.C. mencoba mengadakan kodifikasi dari hukum adat 

pada sejumlah daerah untuk mengadili mereka yang tunduk pada hukum 

adat, tidak ada perubahan dalam keadaan perundang-undangan hukum 

pidana di Indonesia. Selengkapnya ia memaparkan bahwa: 

Di negeri Belanda mula-mula berlaku Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana Perancis yang disebut “Code Penal”,  mulai tahun 
1886 negeri Belanda membuat Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana sendiri”Nederlandsch Wetboek van Strafrecht”.  Berhubung 
dengan itu maka bagi bangsa Indonesia dibuatkan pula perundang-
undangan hukum pidana yang baru, bersendikan azas konkordansi, 
ialah azas bahwa perundang-undangan Indonesia harus seberapa 
boleh sesuai dengan hukum pidana negeri Belanda. Waktu itu bagi 

                                                 
137 R. Soesilo, Op. Cit., hal. 13-13 
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masing-masing golongan penduduk Indonesia dibuat Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana sendiri-sendiri sebagai berikut: 
1. “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie” untuk 

golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan “Koninklijk 
Besluit” 10 Februari 1866, berisi hanya kejahatan-kejahatan 
saja. 

2. “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie” untuk 
golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, ditetapkan 
dengan “Ordonnantie” 6 Mei 1872, berisi hanya kejahatan-
kejahatan saja. 

3. “Algemeene Politie Strafreglement” untuk golongan penduduk 
Eropa, ditetapkan dengan “Ordonnantie” 15 Mei 1872, berisi 
hanya pelanggaran-pelanggaran saja. 

4. “Algemeene Politie Strafreglement” untuk golongan penduduk 
Indonesia dan Timur Asing, ditetapkan dengan “Ordonnantie” 
15 Mei 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran saja”.138 

 
Setelah berlaku hampir 40 (empat puluh) tahun, empat buah buku 

tersebut di atas, pada tanggal 1 Januari 1918 diganti dengan Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana “Wetboek van Strafrecht voor 

Nederlandsch Indie” yang baru dan dikeluarkan dengan “Koninklijk 

Besluit” tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 (Stbl. 1915 No. 732) mulai 

berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Perlu dicatat disini bahwa Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana yang baru itu tidak dikeluarkan dengan 

undang-undang (Wet yang dibentuk oleh Raja dan Dewan Perwakilan 

Rakyat). Akan tetapi oleh raja sendiri. Dalam KUHP yang baru ini 

diletakkan azas unifikasi, yaitu satu KUHP untuk semua golongan 

penduduk. 139 

                                                 
138 Ibid., hal 15 
139 Ibid. hal. 15-16 
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Senada dengan R. Soesilo, terkait pemberlakuan “Wetboek van 

Strafrecht voor Nederlandsch Indie” Ahmad Bahiej mengemukakan 

bahwa: 

Induk dari peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai 
nama asli Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch Indie (WvSNI) 
yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk 
Besluit (Titah Raja) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai 
diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan 
turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan 
diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun 
WvSNI notabene turunan dari WvS Belanda, namun pemerintah 
kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) 
bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal 
dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme 
Belanda atas wilayah Indonesia.140 
  
Selanjutnya ia menjelaskan bahwa setelah Indonesia menyatakan 

kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum 

pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan 

Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakukan WvSNI 

menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam 

Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama 

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie diubah menjadi Wetboek 

van Strafrecht dan “dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana”.141 

                                                 
140Ahmad Bahiej, Hand out Mata Kuliah Hukum Pidana, Universitas Brawijaya, 

2001, hal. 23  
141 Ibid. 
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Berdasarkan sejarah pemberlakuan KUHP di Indonesia 

sebagaimana dipaparkan di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa 

KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini adalah KUHP yang oleh 

pemerintah Kolonial Belanda telah diberlakukan sejak hampir satu abad 

yang lalu. Adapun mengenai hukum acara pidana nasional yang berlaku 

saat ini adalah  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan pada 

tanggal 31 Desember 1981. Latar belakang historis lahirnya KUHAP 

tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan hukum pidana formil 

HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) yang diundangkan tahun 1941 

(S. 1941-44). 

Menurut Mardjono Reksodiputro,  HIR ini merupakan pembaruan 

dari peraturan sebelumnya, yaitu IR (Het Inlandsch Reglement) yang 

berlaku sejak tahun 1846 (Kemudian diperbaharui dengan S. 1926-559). 

HIR merupakan suatu pembaharuan penting untuk tatacara penyidikan 

kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non Eropa) di Indonesia. 

Sementara utuk golongan Eropa yang diatur dalam Reglement op de 

Strafvordering (S. 1847-40), memuat jaminan-jaminan bagi tersangka dan 

terdakwa yang jauh lebih baik.142  

Walaupun HIR dianggap merupakan suatu pembaharuan penting 

untuk tatacara penyidikan kasus kriminal bagi golongan Bumiputera (non 

                                                 
142Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, 

Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h 
Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 21 
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Eropa) di Indonesia, namun masyarakat hukum Indonesia setelah 

kemerdekaan menyadari bahwa HIR sebagai pedoman dalam 

melaksanakan hukum acara pidana di Indonesia mengandung banyak 

kesewenangan dan perbuatan yang tidak terpuji dalam penangkapan dan 

penahan seorang tersangka  serta peradilan pidana seorang terdakwa di 

pengadilan. Baru pada tahun 1963 melalui Seminar Hukum Nasional I, 

perjuangan masyarakat hukum Indonesia untuk memperoleh suatu hukum 

acara pidana  nasional yang lebih manusiawi baru dimulai.  

Terkait dengan upaya penyusunan hukum acara pidana nasional 

tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa : 

Dengan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional I pada tahun 
1963, keinginan untuk mempunyai pengganti dari HIR sudah 
mengemuka. Akan tetapi pada tahun 1963 itu, suasananya masih 
keinginan untuk mengganti semua hukum kolonial dengan hukum 
yang bersemangat nasional sesuai dengan negara Indonesia yang 
merdeka. Namun demikian, pada Seminar Hukum Nasional I 
tersebut, sudah dimunculkan keinginan untuk bersikap lebih 
manusia terhadap warga negara kita yang telah melanggar hukum 
pidana, terbukti dengan diterimanya konsepsi Indonesia tentang 
hukum dan keadilan dengan semboyan “Pohon Beringin 
Pengayoman” dan konsepsi cara pembinaan narapidana dengan 
semboyan “Pemasyarakatan”. 143 
 
Keinginan masyarakat hukum Indonesia untuk melahirkan hukum 

acara pidana nasional, semakin nyaring disuarakan dalam Seminar Hukum 

Nasional II pada tahun 1968. Melalui seminar dengan tema “Pelaksanaan 

Negara Hukum Berdasarkan demokrasi Pancasila” tersebut, tuntutan untuk 

memperoleh perlindungan hukum yang lebih besar atas hak-hak dasar 

                                                 
 143 Ibid., hal. 18 
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warga negara, semakin mengerucut pada lahirnya undang-undang tentang 

hukum acara pidana.  

Setelah melalui perjuangan yang tidak mengenal lelah selama 

hampir 13 tahun sejak Seminar Hukum Nasional II pada tahun 1968, 

akhirnya pada tanggal 31 Desember 1981, lahirlah Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). Undang-undang tersebut lahir dari kesadaran bahwa ketentuan 

yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang merupakan produk 

kolonial yakni HIR tidak sesuai dengan falsafah bangsa yakni Pancasila.   

Dalam Penjelasan Umum mengenai KUHAP, dijelaskan bahwa 

peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana 

sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang 

dibaharui atau yang terkenal dengan nama "Het Herziene Inlandsch 

Reglement" atau H.I.R. (Staatblads Tahun 1941 Nomor 44), yang 

berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, 

seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara 

pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah 

Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. 

Dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 itu dimaksudkan untuk 

mengadakan unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari 

hukum acara pidana bagi landraad dan hukum acara pidana bagi raad van 

justitie.  
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Adanya dua macam hukum acara pidana itu, merupakan akibat 

semata dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk Bumiputera dan 

peradilan bagi golongan bangsa Eropa di Jaman Hindia Belanda yang 

masih tetap dipertahankan, walaupun Reglemen Indonesia yang lama 

(Staatblad Tahun 1848 Nomor 16) telah diperbaharui dengan Reglemen 

Indonesia yang dibaharui (R.I.B.), karena tujuan dari pembaharuan itu 

bukanlah dimaksudkan untuk mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, 

tetapi justeru ingin meningkatkan hukum acara pidana bagi raad van 

justitie.  

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah 

menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku 

untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B., akan tetapi ketentuan yang 

tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat 

dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara 

hukum. Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh 

penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B., sedangkan 

mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya.  

Oleh karena itu demi pembangunan dalam bidang hukum dan 

sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka "Het 

Herziene Inlandsch Reglement" (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44), 

berhubungan dengan dan undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 

(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
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Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu 

mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan 

cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara 

pidana baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa 

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan 

atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal itu berarti bahwa Republik 

Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan 

menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 

dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan 

itu dengan tidak ada kecualinya.  

Untuk itu perlu diadakan pembangunan serta dilanjutkan dan 

ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu 

dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang 

berkembang ke arah modernisasi tingkatan kemajuan pembangunan di 

segala bidang. Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara 

pinana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban 

dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana 

penegak hukum sesuai deng fungsi dan wewenang masing-masing ke arah 

tegak-mantapnya hukum, keadilan dan perlingdungan yang merupakan 
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pengayoman hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara 

hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Terkait dengan tujuan lahirnya KUHAP yakni demi tegaknya 

Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, kiranya perlu diketengahkan potret 

KUHAP yang direpresentasikan melalui asas-asas peradilan pidana 

menurut KUHAP. Sebagaiman telah dibahas dimuka bahwa KUHAP tidak 

saja memuat ketentuan tentang tatacara bagaimana suatu proses peradilan 

pidana harus dijalankan, tetapi secara prinsipil memuat tentang asas-asas 

yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat 

warga negara yang terlibat dan atau disangka terlibat dalam pelanggaran 

hukum. Dengan demikian asas-asas tersebut menjadi asas peradilan pidana 

Indonesia.  

Adapun asas-asas dimaksud termaktub dalam Penjelasan KUHAP 

yang selengkapnya menyatakan bahwa :  

a.   Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum 
dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.  

b.  Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya 
dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi 
wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan 
dengan cara yang diatur dengan undang-undang.  

c.   Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan 
atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap 
tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang 
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum 
tetap.  

d.   Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun 
diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan 
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 
ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rahabilitasi sejak 
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tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang 
dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas 
hukum tersebut dilanggar, dituntut,dipidana dan atau dikenakan 
hukuman administrasi.  

e.  Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan 
biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus 
diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.  

f.  Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan 
memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk 
melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya.  

g.  Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan 
dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar 
hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu 
haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan 
penasehat hukum.  

h.   Pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan hadirnya 
terdakwa.  

i.   Sidang pemeriksan pengadilan adalah terbuka utnuk umum 
kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.  

j.   Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara 
pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang 
bersangkutan 

 
Terkait dengan asas-asas KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap 

mengemukakan bahwa substansi KUHAP sesungguhnya telah mengangkat 

dan menempatkan tersangka/terdakwa dalam kedudukan yang sederajat 

yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka/terdakwa 

telah ditempatkan dalam posisi his entity and dignity as human being, 

yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, 

KUHAP tidak dapat meniadakan hak-hak dasar tersangka/terdakwa antara 

lain; 

1. persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan 
hukum; 

2. praduga tak bersalah (presumption of innocent) dan pengadilan 
yang bebas dan jujur serta tidak memihak (impartiality); 

3. upaya paksa harus didasrkan pada bukti permulaan yang cukup; 
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4. hak untuk menyiapkan pembelaan sejak dini.144 
 
Hal senada diungkapkan oleh O.C. Kaligis dan Mardjono 

Reksodiputro menjelaskan bahwa : 

Dalam konsiderans KUHAP termaktub Indonesia adalah negara 
yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala 
warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. 
Konsiderans itu dideskripsikan dalam asas-asas peradilan pidana, 
diantaranya : Pertama, perlakuan yang sama terhadap setiap orang 
di depan hukum (gelijkheid van leder voor de wet), Ini artinya 
hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut “Forum 
Privilegiatum” atau perlakuan khusus bagi pelaku tertentu dari 
suatu tindak pidana; Kedua, larangan untuk main hakin sendiri 
(verbod van eigenrichting), termasuk penyelesaian suatu tindak 
pidana tanpa melalui proses peradilan; Ketiga, kebebasan hakim 
dalam mengadili suatu perkara pidana (onafhankelijkheid der 
rechtterlijke macht); Keempat, asas oportunitas; dan kelima, 
praduga tak bersalah (presumption of innocece),145 Keenam, hak 
untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; 
Ketujuh, hak untuk mendapatkan bantuan hukum; Kedelapan, hak 
kehadiran terdakwa di muka persidangan; Kesembilan, peradilan 
dilakuakn cepat dan sederhana; Kesepuluh, peradilan yang terbuka 
untuk umum; Kesebelas, pelanggaran atas hak-hak warga negara 
(penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus 
didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat 
perintah (tertulis); Keduabelas, kepada setiap orang tersangka, 
sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, selain wajib 
diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan 
kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk 
menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum; dan 
Ketigabelas, kewajiban pengadilan untuk mengendalikan 
pelaksanaan putusan-putusannya.146 
 
Berdasarkan paparan mengenai latar belakang historis lahirnya 

KUHAP dan asas-asas peradilan pidana Indonesia yang diamantakan 

KUHAP tersebut di atas,  kiranya dapat secara jelas dirasakan bahwa  

                                                 
144M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, 

Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 1-2 
145 O.C. Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana 

Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, PT. Alumni Bandung, 2006, hal. 44-45 
146 Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal 35-44 
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KUHAP merupakan karya agung hasil rintisan dan perjuangan dari anak-

anak bangsa yang ingin melepaskan diri dari kungkungan hukum kolonial 

dengan menciptakan hukum acara pidana nasional yang selaras dengan 

nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural bangsa Indonesia.   

C. Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana Melalui Sistem Peradilan 

Pidana  

Terkait dengan sistem peradilan pidana, ada baiknya terlebih 

dahulu ditinjau pengertian dari sistem peradilan pidana tersebut. 

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa: 

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat 
untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas 
toleransi masyarakat dengan tujuan utama mencegah masyarakat 
menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, 
sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan 
yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang 
pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi 
perbuatannya.147 
 
Pengertian lain mengenai sistem peradilan pidana, dikemukakan 

oleh  Muladi bahwa : 

Sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup 
sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural  
(structural syncronization), dapat pula bersifat substansial 
(substantial syncronization) dan dapat pula bersifat kultural 
(cultural syncronization). Dalam hal sinkronisasi struktural, 
keselarasan dan keserempakan dituntut  dalam mekanisme 
administrasi peradilan pidana (the administration of justice) dalam 
kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal 
sinkronisasi substansial, maka keserempakan mengandung makna 
baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum 
positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung 
usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-

                                                 
147Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, Op. Cit., hal. 84-85. 



 

 

86 

pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh 
mendasari jalannya sistem peradilan pidana.148 
 
Mengenai ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, Romli 

Atmasasmita menjelaskan ciri-ciri dari sistem peradilan pidana sbb: 

1.  Titik  berat  pada koordinasi dan sinkronisasi komponen 
peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 
lembaga pemasyarakatan). 

2.  Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh 
kompo-nen peradilan pidana. 

3.  Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari 
efisiensi penyelesaian perkara. 

4.  Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the 
administrati-on of justice.149 

 
Kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana”, sejatinya 

telah merujuk pada SPP yang terpadu yang mengandung makna adanya 

suatu keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub sistem 

kearah tercapainya tujuan bersama. Hal itu ditegaskan oleh Mantan 

Menteri Kehakiman Ali Said sebagaimana dikutip oleh Mardjono 

Reksodiputro bahwa: 

Penggunaan kata “sistem” dalam “sistem peradilan pidana” berarti, 
bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan 
manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu 
adanya keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub 
sitem ke arah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, 
kerjasama yang erat diantara unsur-unsur sistem adalah syarat 
mutlak.150 
 
Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa :  

                                                 
148Muladi, Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 

13-14 
149Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan 

Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996. hal. 10 
150Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, Op. Cit., hal. 47. 
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Pendekatan sistemik akan menyadarkan kita antara lain bahwa 
setiap sistem mempunyai tujuan tertentu yang harus dihayati oleh 
setiap sub sistemnya (atau sub-sub sistemnya). Meskipun setiap sub 
sistem akan mempunyai pula tujuannya sendiri, yang merupakan 
landasan dan pedoman kerja bagi mereka yang bekerja dalam sub 
sistem yang bersangkutan, tetapi masing-masing tujuan dari sub 
sistem tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama dari 
sistemnya sendiri (dalam hal ini: sistem peradilan pidana. ...Dalam 
pendekatan semacam ini, maka ada keterkaitan yang jelas pula 
antara sub sistem pengadilan dengan sub sistem kepolisian dan sub 
sistem Lembaga Pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub sistem 
yang satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana 
berhubungan.151 
 
Pemikiran dari para pakar hukum di atas, selaras dengan konsepsi 

yang dianut dalam SPP Indonesia yakni “Sistem Peradilan Pidana Terpadu 

(Integrated criminal justice system)”. Sistem Peradilan Pidana Terpadu   

dibangun dari sub sistem-sub sistem yang mengacu pada kodifikasi hukum 

pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1981.  

Tugas dari sub sistem atau komponen-komponen yang bekerjasama 

dalam SPP yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, 

menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni  

mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan 

yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan 

dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar mereka yang pernah 

melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.152 

                                                 
151Mardjono Reksodiputro, Buku Kedua, Op. Cit., hal. 80.  
152Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, Op. Cit.  hal. 140. 
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Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana 

dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari 

masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Mantan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia, Ali Said mengemukakan tentang 

pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana 

sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro: 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai perlunya 
tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya 
satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, 
merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang 
bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem 
yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam 
kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-
masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan 
sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan 
dari berbagai unsur tersebut”.153  
 
Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan 

mengemukakan bahwa : 

Berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang  mendasar 
dalam proses penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi 
maupun implementasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan 
tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan 
upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran 
dengan maksud  agar mampu memainkan peran yang telah 
ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana 
yang dianut dalam KUHAP tersebut  menunjukkan  adanya unsur-
unsur yang terdiri  dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem  
penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di 
sidang pengadilan dan sub sistem  pelaksanaan putusan pengadilan. 
Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang 
terdiri dari lembaga Kepolisian,  Kejaksaan, Pengadilan dan 
Pemasyarakatan terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan 
bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan 

                                                 
153Ibid.,  hal. 143 
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berkesinambungan, serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan 
presepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.154 
 
Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya 

pengahayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur 

dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa: 

Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu 
tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas 
dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab 
melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. 
Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan 
program pembinaan sedemikian rupa sehingga  narapidana berhasil 
diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.155 
 
Dari pendapat ahli hukum di atas, kiranya dapat ditarik pengertian 

bahwa kemampuan masing-masing sub sistem menghayati satu tujuan 

bersama dan bekerjasama dalam SPP Indonesia, akan  menentukan 

efektivitas dari penegakan hukum di tengah masyarakat. 

D.  Main Hakim Sendiri. 

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas 

dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, 

pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa atau 

juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu 

“Eigenrechting” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak 

tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa 

penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri 

hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan 
                                                 

154Ramelan, “Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana 
Terpadu”, Media Hukum (Jakarta: September 2003) hal. 1. 

155Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga. Op. Cit., hal. 142 
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oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa 

adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.156 

Kasus main hakim sendiri (Eigenrechting) merupakan salah satu 

bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku 

di masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat 

dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.157 

Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:  

1) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-
pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang 
terjadinya suatu tindakan kejahatan. 

2) Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat 
keamanan atau penegak hukum secara resmi. 

3) Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas 
pelaku kejahatan. 

4) Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab 
dilakukannya suatu tindakan kejahatan.158 

 
 
 
Sedangkan aspek negatif jika: 
1) Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan 

dasar luapan emosional. 
2) Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku 

didalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi). 
3) Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, 

penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam. 
4) Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan 

latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.159 
 

                                                 
156 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 167 
157 Abdul Syahni, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung, 1987, hal. 100-

101 
158 Ibid 
159 Ibid 
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Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri 

tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang 

masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, seseorang dicopet 

dompetnya, dan dia meminta kembali dompetnya itu dari si pencopet, dan 

permintaan ini dituruti, maka tindakan “menghakimi sendiri” ini tidak 

dilarang. Sedangkan tindakan main hakim sendiri yang dimaksud disini 

adalah tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum, diluar batas 

kewajaran seperti melakukan penganiayaan, dan merupakan suatu tindak 

pidana. 

Dewasa ini perbuatan main hakim sendiri semakin banyak terjadi, 

umumnya yang melakukan perbuatan main hakim sendiri adalah 

masyarakat yang mendapati seseorang yang melakukan tindak pidana 

pencurian. Perbuatan main hakim sendiri adalah menghakimi orang lain 

tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan 

pemukulan, penyiksaan, dan pembakaran). 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 
hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusiayang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. 
 
Pada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan 

pelaksanaan sanksi atau kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan 
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oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena 

massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.160  

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda 

“Eigenriching” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak 

tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa 

penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu, main hakim adalah 

istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati 

proses yang sesuai hukum. Contoh dari tindakan main hakim adalah 

pemukulan terhadap pelaku kejahatan oleh masyarakat.161 

Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok 

orang atau massa terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak 

pidana masuk dalam pengertian kekerasan kolektif (collective violence), 

yaitu kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang 

lain dengan menggunakan alat kekerasan sebagai medianya. 

E. Bentuk Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)Yang 

Dilakukan Oleh Massa Dalam KUHP. 

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat 

yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya 

menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa 

bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya 

kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi 

                                                 
160 Sudikno Metrokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta 

2003, hal. 23 
 

161 Ibid 
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apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan dimuka 

maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat 

terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan 

dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-

hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.  

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara 

massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari 

pembalasandari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang 

diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan 

suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. 

Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (eigenrechting) 

terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat 

bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, 

hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang 

lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan 

secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata “massa”.  

Berdasarkan kata “massa” yang menunjuk pada pelaku pada 

perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas 

maksimalnya. Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan 

oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam 

melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah 

yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak 

langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin 
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kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun 

sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang 

menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik 

menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non 

fisik.  

Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

menentukan mengenai sejumlah alasan penghapus pidana. Berdasarkan 

Pasal 103 KUHP, ketentuan tersebut juga meliputi semua delik (tindak 

pidana) di luar KUHP. Alasan penghapus pidana tersebut adalah: tidak 

mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa dan keadaan 

darurat (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa 

melampaui batas (Pasal 49 KUHP), untuk melaksanakan ketentuan 

undang-undang (Pasal 50 KUHP), untuk melaksanakan perintah jabatan 

(Pasal 51 KUHP).  

Dari beberapa Pasal tersebut, ketentuan yang paling terkait dengan 

tindakan main hakim sendiri adalah Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan 

terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas. Dalam konteks ini, 

pertanyaan yang muncul adalah apakah tindakan main hakim sendiri 

dapat dipandang sebagai “pembelaan diri” karena pembelaan terpaksa 

atau pembelaan terpaksa melampaui batas seseorang atau masyarakat 

ketika menghadapi kejahatan yang menimpanya.  

Pasal 49 ayat (1) menentukan bahwa “tidak dipidana, barang siapa 

melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang 
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lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau kepunyaan 

orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat 

pada saat itu yang melawan hukum”. Berdasarkan rumusan Pasal 49 Ayat 

(1), pembelaan diri tidak boleh melampaui batas yang ditentukan, kecuali 

apa yang ditetapkan dalam Ayat (2) dari Pasal tersebut yang menentukan 

bahwa “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung 

disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau 

ancaman serangan, tidak dipidana”. Dengan menggunakan dasar 

penghapus pidana dalam Pasal 49, orang yang terpaksa melakukan 

pembelaan dengan main hakim sendiri, dapat tidak dipidana sepanjang 

tindakan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pembelaan terpaksa atau 

pembelaan terpaksa melampaui batas.  

Dengan demikian, hukum pidana telah menentukan batasan 

kebolehan seseorang membela diri dari suatu serangan yang melawan 

hukum atas suatu tindak pidana. Oleh karena itu, tindakan main hakim 

sendiri yang tidak jarang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang 

sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 KUHP. Dalam hal ini, aparat 

penegak hukum dapat menindak pelaku yang melakukan tindakan main 

hakim sendiri.  

Mencermati tindakan main hakim sendiri dalam kasus pencurian 

maka tindakan tersebut telah memenuhi perumusan tindak pidana lain. 

Tindakan main hakim sendiri, seperti: merusak kendaraan pelaku, 

menganiaya, membakar pelaku hingga mengalami luka-luka atau bahkan 
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mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku telah memenuhi perumusan 

tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Beberapa ketentuan 

tindak pidana dalam KUHP dapat diberlakukan terhadap tindakan main 

hakim sendiri, antara lain Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 170 

tentang kekerasan, dan Pasal 406 tentang perusakan. 

F. Ruang Lingkup Massa. 

Kata massa dalam khasanah keilmuan hukum pidana tidak dikenal 

dan hanya merupakan bahasa yang timbul dan hidup di masyarakat 

sebagai realitas sosial. Kata massa menurut kamus ilmiah populer adalah 

dengan cara melibatkan banyak orang; bersama-sama; besar-besaran 

(orang banyak). biasanya tindakan massa tersebut disertai/ditandai dengan 

ciri ciri yaitu:  

1. Anonimitas adalah memindah identitas dan tanggung jawab 
individual ke dalam identitas dan tunggung jawab kelompok.  

2. Impersonalitas adalah hubungan antara individu di luar massa 
maupun di dalam massa menjadi sangat emosional.  

3. Sugestibilitas adalah sifat sugestif dan menularnya.  
 
Dengan mendasarkan ciri-ciri kerumunan massa di atas kemudian 

dikomparasikan dengan realitas yang ada tidak semua ciri-ciri tersebut 

mutlak terdapat pada semua gerakan/kerumunan massa lebih dari satu 

orang dan ciri-ciri tersebut bersifat kumulatif, artinya ciri anonimitas dan 

sugestibilitas bisa jadi terdapat pada sebuah kelompok massa tapi tidak 

untuk impersonalitas atau sebaliknya. Perbuatan pidana yang dilakukan 

oleh massa tidak ada perbedaan yang signifikan dengan perbuatan pidana 

yang biasa kita kenal (dilakukan) orang seorang, hanya saja yang 
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membedakan adalah subyek dari perbuatan tersebut yang jumlahnya lebih 

banyak/lebih dari satu orang.  

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa dibagi menjadi 2 

(dua) yaitu:  

1. Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan massa yang 

terbentuk secara terorganisir.  

Massa yang terorganisir adalah dimana dalam melakukan 

perbuatan pidana yang dilakukan secara massal, massa yang berbuat 

terbentuk secara terorganisir. Umumnya pada bentuk massa ini 

dikendalikan oleh operator-operator lapangan yang mengerahkan 

bagaimana dan sejauhmana massa harus bertindak. Tindakan yang 

dilakukan ditujukan untuk mencari keuntungan (material) secara 

kelompok dan dilakukan secara ilegal (melanggar hukum) .  

Pada bentuk yang pertama ini massa berbuat dalam melakukan 

perbuatan pidana dilakukan dengan kerjasama secara fisik dan non fisik 

(artinya kerjasama dalam menentukan rencana yang akan dijalankan pada 

saat beraksi), serta disadari dan dikehendaki terjadinya. Massa pada 

bentuk ini bergerak secara sistematis dan terkordinasi satu sama lainnya 

dan berada dibawah satu komando, yang umumnya memiliki pemimpin 

atau ketua sebagai motor penggeraknya. Pemimpin atau ketua mempunyai 

tanggung jawab yang besar dan penuh terhadap semua anggotanya selama 

masih dibawah kewenangannya.  
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Pada bentuk massa yang terorganisir dalam pembentukkannya 

dapat terbentuk melalui 2 cara yaitu:  

 
b.  Massa yang terbentuk secara terorganisir tidak melalui 

organisasi, adalah massa yang terorganisir hanya untuk jangka 
pendek atau sementara sifatnya, dan spontan dibentuk untuk 
melakukan perbuatan pidana, dan apabila sudah selesai apa 
yang dikerjakan maka langsung bubar.  

 
2. Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan massa yang 

terbentuk tidak secara terorganisir.  

Massa yang terbentuk tidak secara terorganisir adalah massa yang 

melakukan sebuah reaksi terbentuk secara spontanitas tanpa adanya 

sebuah perencanaan terlebih dahulu. Pada jenis massa ini jauh lebih 

gampang berubah menjadi amuk massa (acting mob). Adapun tindakan 

tentang dilakukan merupakan bentuk dari upaya untuk menarik perhatian 

dari publik maupun aparat penegak hukum atas kondisi sosial yang 

kurang memuaskan dengan cara yang ilegal .  

Pada bentuk kedua ini walaupun massa dalam melakukan 

perbuatan pidana dengan bersama-sama yang artinya adanya kerja sama, 

tapi dalam kerja sama yang dilakukan terjadi dengan tanpa rencana 

sebelumnya dan kerja samanya pun hanya sebatas pada kerja sama fisik 

saja tidak non fisik. Jadi massa yang terbentuk tidak secara terorganisir 

dalam melakukan perbuatan pidana tergerak untuk bereaksi dikarenakan 

adanya kesamaan isu dan permasalahan yang dihadapi, dan dalam 

melakukan aksinyapun tidak memiliki pemimpin atau ketua sebagai 
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sebagai yang mengkordinir bergeraknya massa, dalam hal ini yang 

menjadi pemimpin adalah diri pribadi masing-masing dari anggota massa 

yang ada. 

BAB IV 

KAJIAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI 

OLEH MASYARAKAT TERHADAP PELAKU  PENCURIAN                  

TANGKAP TANGAN  (Studi Kasus Wilayah Polresta Jambi) 

 

A. Pengaturan Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku 

Tangkap Tangan Menurut Hukum Pidana Indonesia 

Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk reaksi 

masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di 

masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat 

dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.162 

Adapun aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:  

1) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-
pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang 
terjadinya suatu tindakan kejahatan. 

2) Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat 
keamanan atau penegak hukum secara resmi. 

3) Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas 
pelaku kejahatan. 

4) Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab 
dilakukannya suatu tindakan kejahatan.163 

 
Sedangkan aspek negatif jika: 

                                                 
162 Abdul Syahni, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya, Bandung, 1987, hal. 100-

101 
163 Ibid 
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1) Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan 
dasar luapan emosional. 

2) Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku 
didalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi). 

3) Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, 
penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam. 

4) Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan 
latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.164 

 
Pengaturan dalam hukum positif  terkait perbuatan main hakim 

sendiri terhadap pelaku kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

sebagaimana dibawah ini: 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

1.  Pasal 170 KUHP: 

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara 
selama-lamanya lima tahun enam bulan. 

(2) Tersalah dihukum: 
a. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan 

sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang 
dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. 

b. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika 
kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh 

c. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika 
kekerasan itu menyebabkan matinya orang. 

 
Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah sebagai berikut: 

a. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai 

pelaku. 

b. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat 

melihatnya 

                                                 
164 Ibid 
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b. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau 

lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuata itu 

dilakukan dengan sengaja  atau memiliki tujuan yang pasti, jadi 

bukanlah merupakan ketidaksengajaan. 

c. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani 

yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya 

terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”. 

d. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada 

orang atau barang sebagai korban. 

Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk 

menjerat para pelaku perbuatan pidana main hakim sendiri yang 

dilakukan oleh masyarakat yang terbentuk secara tidak terorganisir. 

Sedangkan Pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi 

karena subyek “barang siapa” menunjuk pelaku satu orang, sedangkan 

istilah” dengan tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok 

manusia.  

Delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok 

atau masyarakat banyak yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, 

ancamannya hanya ditujukan pada orang-orang diantara kelompok benar-

benar terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Dalam 

kelompok masyarakat yang unik sifatnya jelas delik seperti ini sukar 

diterapkan. 
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Jadi Pasal 170 relevan diterapkan pada masyarakat yang reaksioner 

atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya 

dengan masyarakat  yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik 

penyertaan, karena dalam pasal-pasalnya jelas mengenai kedudukan para 

pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti masyarakat yang 

reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) 

dimana masyarakat tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan 

otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang 

mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain.  

Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait 

tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap 

kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami 

kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan. Pada perbuatan pidana 

yang dilakukan oleh masyarakat untuk menentukan batas maksimal dari 

jumlah massa sulit. 

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu 

dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam 

waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman 

untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. 

Pada Pasal 170 adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang 

banyak atau di ruang publik terbuka. 

Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat. Ancaman hukuman 

pada Pasal 170 lebih berat, jika korban mengalami luka berat maka si 
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pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan 

tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 

mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. 

2. Pasal 351 KUHP: 
 

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 
tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat 
ribu lima ratus rupiah. 

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun. 

4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 

 
Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah 
 

a. Adanya kesengajaan  

b. Adanya perbuatan 

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau 

luka pada tubuh. 

d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya 

Bila kita tarik dalam konteks pidana yang berkenaan dengan 

kejahatan terhadap tubuh atau dengan kata lain penganiayaan yang 

dinamakan penganiayaan menurut  Pasal 351 kitab Undang-undang 

hukum pidana adalah tindakan pidana yang memenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut 

1. Perbuatannya menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain; 
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2. Tidak dengan maksud yang patut atau dengan kata lain melewati batas 

yang diizinkan; 

3. Sengaja dengan melawan hukum. 

Dengan terselesainya dan terpenuhinya ketiga unsur dalam Pasal 

351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka dapatlah dikatakan 

bahwa tindak pidana penganiayaan telah dilakukan, karena telah 

memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana tersebut bila dihubungkan dengan penganiayaan yang 

mengakibatkan luka berat maka selain unsur-unsur diatas tentunya harus 

ada unsur yang dapat dikatakan sebagai unsur tambahan itu perbuatan 

tersebut menimbulkan luka berat. 

Pada penganiayaan ini tidak ada unsur rencana lebih dulu, tetapi 

menimbulkan luka berat. Luka berat tersebut bukan merupakan tujuan 

akhir atau bukan tujuan yang dikehendaki. Tujuan akhir bukan untuk 

menimbulkan akibat yang fatal sehingga si korban tidak dapat 

menjalankan tugas secara normal, atau sakit yang ditimbulkan tidak dapat 

disembuhkan secara sempurna. Tujuannya juga bukan untuk membunuh 

korbannya melainkan hanya untuk menimbulkan rasa sakit. Namun di 

luar kemampuan si pelaku, penganiayaan itu telah menimbulkan luka 

berat.  

Pada hakekatnya ini merupakan penganiayaan biasa. Tujuan si 

pelaku hanya menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban. Dalam hal ini 

ada unsur berencana, seperti halnya penganiayaan berencana. Kekhususan 



 

 

105 

dari penganiayaan ini ialah akibat yang ditimbulkan tidak hanya seperti 

yang dikehendaki dan direncanakan oleh si pelaku, yaitu sekedar 

menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban dan si korban mengalami 

luka berat. 

Yang termasuk Pasal 351 ayat (1), bukan penganiayaan ringan, 

bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan 

luka berat atau matinya orang. Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat 

(1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul 

kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim 

disebut dengan “Tipiring” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan 

KUHAP (Pasal 205 (1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan 

Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.  

Jika kita mencermati Pasal 351 KUHP, maka ada 3 (tiga) jenis 

penganiayaan biasa, yaitu : 

1. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau 

matinya orang, 

2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, 

3. Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. 

Terhadap penerapan Pasal 351 ayat (3) yakni penganiayaan yang 

mengakibatkan matinya orang, tampaknya tidak begitu sulit atau rumit, 

tetapi pada prakteknya kadang-kadang sulit membedakan dengan Pasal 

351 ayat (2), misalnya : A dianiaya oleh B yang mengakibatkan luka 

berat, tetapi karena dalam waktu yang tidak begitu lama, ada yang 
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mengangkut ke rumah sakit sehingga dapat diselamatkan jiwanya, 

dengan,  N dianiaya oleh M, yang mengakibatkan luka berat, tetapi karena 

tidak ada yang menolong, ia kehabisan darah, lalu meninggal. 

Mengenai pengertian “luka berat” Pasal 90 KUHP merumuskan 

artinya. “Luka berat” pada rumusan asli disebut “zwaar lichamelijk letsel” 

yang diterjemahkan dengan “luka badan berat” yang selalu disingkat 

dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat 

memakai kata “berat” pada luka karena pada umumnya kata berat 

dimaksudkan untuk menyatakan ukuran.  

Pada Pasal 90 KUHP “luka berat” diartikan sebagai berikut ; 

Luka berat berarti: 

a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan 

akan  sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya 

maut; 

b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan 

atau pekerjaan pencarian; 

c. Kehilangan salah satu pancaindra; 

d. Mendapat cacat berat (verminking); 

e. Menderita sakit lumpuh; 

f. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih; 

g. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan. 
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3. Pasal 338 KUHP: 

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas 

tahun. 

Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau 

hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

Di sini disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim 

akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara. 

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam 

pembunuhan biasa adalah sebagai berikut : 

a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja. 

“Dengan sengaja” (Doodslag) artinya bahwa perbuatan itu harus 

disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena 

sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan 

sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, 

sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu 

perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang 

terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. 

b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. 

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : 

“menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku 

harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan 
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menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa 

tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. 

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang 

lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak 

menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu 

sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 

KUHP. 

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak 

mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan 

dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja 

orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan 

khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, 

melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat 

dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan 

dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan. 

Dengan ketiga pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana tersebut maka pelaku main hakim sendiri terhadap 

kejahatan pencurian dapat ditindak. Sehingga perbuatan main hakim 

sendiri tidak lagi dilakukan oleh masyarakat.  Selanjutnya penulis jelaskan 

tentang kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian sebenarnya bukanlah 

jenis kejahatan baru, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) tindakan pencurian telah di atur dalam Pasal 365 KUHP 

http://s-hukum.blogspot.com/search/label/pidana
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mengenai pencurian yang disertai kekerasan atau yang lebih dikenal 

dengan “Curas”. 

Tindakan main hakim sendiri  yang dilakukan oleh masyarakat 

terhadap pelaku kejahatan pencurian adalah sebuah fenomena yang sering 

ditemui atau didengar dalam masyarakat. Perbuatan main hakim sendiri 

pada dasarnya merupakan salah satu tindak pidana, karena telah 

melakukan kekerasan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak 

pidana, sedangkan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut juga 

dilindungi oleh hukum  dan yang berhak memberikan proses hukum 

terhadap pelaku tindak pidana adalah aparat penegak hukum. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Pasal 4 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 
hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan 
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusiayang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. 
 
Pasal 33 ayat 1:  

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman 

atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat 

danmartabat kemanusiaannya. 

Berdasarkan Pasal 4 dan 33 Ayat (1) yang di mana apabila kedua 

pasal tersebut disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri 

merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum juga dan 

melanggar hak asasi manusia. Jika dilihat dari unsur-unsur penegakan 
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hukum sebagaimana Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa 

efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur 

sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum 

(substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). 

Struktur hukum (struktur of law), dalam hal struktur hukum ini 

menyangkut dengan aparat penegak hukum yang menjalankan perangkat 

hukum yang ada dengan kata lain struktur hukumlah  menunjukkan 

tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan 

formalnya. Untuk perbuatan main hakim sendiri struktur hukum yang 

dapat melaksanakan fungsinya sudah terdapat dalam sistem peradilan 

pidana terpadu yang dimulai dari Polisi, Jaksa, Hakim sampai dengan 

Petugas Pemasyarakatan dengan demikian fungsi struktur hukum untuk 

melakukan penindakan dan penegakan hukum bagi pelaku perbuatan 

main hakim sendiri sudah ada dan siap untuk bekerja jika terjadi 

perbuatan main hakim sendiri. 

Substansi hukum (substance of the law) adalah aturan, norma, dan 

pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi 

hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat 

penegak hukum. Terkait perbuatan main hakim sendiri substansi 

hukumnya pun sudah ada mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana samapai dengan yang diluar hukum pidana. Substansi hukum ini 
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dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku main 

hakim sendiri. 

Sedangkan mengenai budaya hukum (legal culture) adalah sikap 

manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap 

hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk 

menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas 

substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-

orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum 

tidak akan berjalan secara efektif. 

Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat 

terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk sikap masyarakat yang 

tidak berbudaya oleh karenanya faktor inilah salah satu yang melemahkan 

penegakan hukum. Terkait perbuatan main hakim sendiri jika dilihat dari 

unsur-unsur penegakan hukum diatas belum efektif dikarenakan unsur 

budaya hukum masyarakat yang masih tidak mendukung penegakan 

hukum. hal ini terbukti secara struktur hukum telah siap untuk 

melaksanakan penindakan dan penegakan sebagaimana telah diamanatkan 

oleh substansi hukum yang ada di hukum positif Indonesia namun budaya 

hukum masyarakat yang belum siap untuk mendukung penegakan hukum 

hal ini terbukti masih banyaknya masyarakat yang melakukan perbuatan 

main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap oleh 

masyarakat. Oleh karenanya kajian yuridis penegakan hukum perbuatan 

main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan belum berjalan maksimal. 
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B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Polresta Jambi Dalam 

Meminimalisir Perbuatan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat 

Terhadap Pelaku Pencurian Tangkap Tangan Di Wilayah Hukum 

Polresta Jambi;  

Berdasarkan Data yang diperoleh dari Polresta Jambi bahwa 

Pencurian yang tertangkap tangan oleh masyarakat dan pelaku telah 

mengalami main hakim sendiri, merusak barang bukti yang dilakukan 

oleh masyarakat pada tahun 2018 dan 2019 berjumlah 15 kasus165.  Maka 

perlu dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan main 

hakim sendiri. Main hakim terhadap pelaku yang diduga melakukan 

tindak pidana pencurian disebabkan oleh banyak faktor, faktor-faktor 

tersebut antara lainnya adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap hukum dan terhadap keadilan, ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang mana pada saat ini 

sedang terjadi kondisi dimana tatanan sistem hukum yang dijalankan oleh 

pemerintah dalam arti luas tidak lagi dipercaya oleh masyarakat.  

Kondisi ini memiliki ciri-ciri dimana hukum tidak lagi dipandang 

sebagai institusi pelindung manusia yang dapat memberikan rasa 

perlindungan hak-haknya sebagai warga, dan kurangnya komunikasi 

masyarakat dan aparat penegak hukum yang belum tersosialisasikan 

dengan baik sehingga pada saat membutuhkan pertolongan hukum, 

                                                 
165 Laporan Satreskrim POLRESTA JAmbi 
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masyarakat mengalami kebingungan serta kurangnya “pendidikan 

/pengetahuan hukum” terhadap masyarakat yang kesemua faktor tersebut 

akhirnya menjadi akumulasi dan membentuk reflek dari masyarakat yang 

emosinya tidak terkendali sehingga terjadilah main hakim sendiri oleh 

masyarakat. 

Selanjutnya penulis memaparkan faktor penyebab masyarakat 

melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan 

pencurian adalah: 

1. Masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum dalam 
menangani pelaku tindak pidana. 

2. Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana. 
3. Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku lain 

takut melakukan hal yang sama.  
4. Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah 

kebiasaan dalam masyarakat  
5. Ikut-ikutan.166 

 
Perilaku menyimpang dalam masyarakat seperti perbuatan main 

hakim terhadap pelaku tindak pidana sebagai suatu penyakit masyarakat, 

tentunya harus segera diobati. Untuk menemukan obat yang pertama kali 

perlu dikenali akar permasalahan munculnya tindakan main hakim sendiri 

tersebut.  

Mengingat bahwa akar masalahnya adalah ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap pranata hukum, maka fungsi hukum perlu 

dilaksanakan secara konsekuen dan profesional oleh aparat penegak 

hukum. Membangun dan menguatkan sistem hukum yang berfungsi 

                                                 
166 Kompol Suhardi Hery Haryanto,S.I.K.,M.M. Kasat Rekkrim Polresta Jambi, Wawancara 
Tanggal 29 Juli 2020 
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sesuai treknya, tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun yang berurusan 

dengan hukum. Rakyat berharap hukum bukan sekadar produk politik 

untuk melindungi kepentingan tertentu, melainkan yang berkeadilan, 

melindungi semua orang dan golongan tanpa diskriminasi. Upaya ini pada 

akhirnya akan menumbuhkan kewibawaan dan kepastian hukum yang 

memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

Pihak kepolisian sudah sering menghimbau agar masyarakat tidak 

menghakimi pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan melainkan 

langsung menyerahkannya kepihak kepolisian. Dalam mencegah dan 

menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh 

masyarakat terhadap pelaku tindak pidana, kepolisian tidak bisa 

mangatasinya sendiri, mengingat perbuatan tersebut sudah membudaya 

dalam masyarakat apa lagi kalau perbuatan tersebut dilakukan oleh 

masyarakat yang jumlahnya banyak. Dalam hal ini diperlukan kerja sama 

dari berbagai pihak antara lain Pemerintah, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), dan elemen-elemen masyarakat lainnya.  

Namun dalam pelaksanaannya di Polresta Jambi masih terjadi 

peningkatan perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap 

pelaku pencurian yang tertangkap tangan. Peningkatan perbuatan main 

hakim sendiri ini ditemukan kendala-kendala khususnya dalam kebijakan 

penindakan perbuatan main hakim sendiri   sebagai berikut : 

a. Jumlah Personel satuan Reskrim Polresta Jambi yang terbatas dimana 

pada saat terjadinya perbuatan main hakim sendiri  di lokasi yang 
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diketahui oleh anggota berdasarkan laporan masyarakat dengan  

jumlah pelaku perbuatan main hakim sendiri yang biasanya 

dilakukan oleh masyarakat dalam jumlah banyak menjadi perbuatan 

ini tidak dapat dihentikan selanjutnya setelah perbuatan main hakim 

sendiri sudah berakhir dan melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana penganiayaan akibat perbuatan main hakim sendiri, Personil 

Polresta Jambi kembali menghadapi kendala menentukan pelaku-

pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap pelaku pencurian 

tangkap tangan. 

b. Adanya kekhawatiran oleh personel Satreskrim Polresta Jambi 

terkendala karena adanya rasa kekhawatiran pada pihak penyidik, 

karena kasus perbuatan main hakim sendiri yang melibatkan banyak 

orang  orang banyak yang berakibat terbuktinya penyidikan 

penganiayaan main hakim sendiri maka pelaku dalam jumlah besar 

tersebut harus ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka maka dapat 

menimbulkan gelombang protes yang besar oleh masyakarat.  

c. Adanya kekhawatiran personel Satreskrim Polresta Jambi adanya 

perbuatan anarkis dari keluarga masyarakat yang melakukan 

perbuatan main hakim sendiri kepada pelaku pelaku pencurian 

tangkap tangan akibat dari proses penyidikan terhadap kasus ini167. 

 

 

                                                 
167  IPTU Imam Budianto, S.IK, Penyidik Polresta Jambi, Wawancara 30 Juli 2020 



 

 

116 

 

C. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Polresta Jambi Sebagai Salah Satu 

Penegak Hukum Di Wilayah Kota Jambi Dalam Menghentikan 

Perbuatan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Dalam Memberikan 

Kepercayaan Terhadap Hukum Dan Mengembalikan Rasa Aman 

Selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh 

semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai 

program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang 

paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Upaya 

penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang 

yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau 

dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, 

penanggulangan terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok yaitu:168  

 1. Pre-emtif  

Pre-emtif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang 

lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri 

seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 

pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut 

maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor niat 

menjadi hilang meskipun ada kesempatan.  

 

                                                 
168 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 79-80   
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2. Upaya preventif  

Upaya penaggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 

mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. 

Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik 

penjahat menjadi kembali lebih baik, sebagaimana semboyang dalam 

kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena 

upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus 

dan ekonomis.  

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi 

kajahatan yaitu: 

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial 
dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang 
ke arah perbuatan jahat.  

2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan 
potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut 
disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang 
mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat 
merupakan suatu kesatuan yang harmonis.169  

 
Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan 

bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan 

lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku 

kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan 

                                                 
169Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan 

Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, hal. 79   
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keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Faktor-faktor biologis dan psikologis, 

merupakan faktor yang sekunder saja.  

Dalam upaya preventif itu adalah dilakukannya suatu usaha positif, 

yang menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga 

kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan 

dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial 

yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Disamping itu 

ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan 

ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. 

Selanjutnya upaya preventif  yang sangat membantu dalam 

meminimalisir perbuatan main hakim sendiri khususnya di wilayah Polresta 

Jambi melalui penyuluhan hukum, sosialiasasi dengan melibatkan semua 

lapisan masyarakat mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, remaja dalam 

rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan 

hukum dan personil penegakan hukum.170 

3. Upaya represif  

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara 

konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan 

dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan 

sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar 

bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar 

hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan 

                                                 
170 Yozar Anwar, Tokoh masyarakat Kota Jambi, Wawamcara 28 Juli 2020 
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orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 

ditanggungnya sangat berat.  

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem 

peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, 

kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan 

suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. 

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode 

perlakuan (treatment) dan Penghukuman (punishment). Lebih jelasnya 

uraiannya sabagai berikut ini:  

1. Perlakuan (treatment)  

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan 

yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitiberatkan pada 

berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap 

palanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan 

berdasarkan penerapan hukum, dibedakan dari segi jenjang berat dan 

ringannya suatu perlakuan, yaitu :  

a) Perlakuan berdasarkan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, 
artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang 
belum terlanjur melakukan kajahatan. Dalam perlakuan ini, suatu 
penyimpangan belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.  

b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya 
tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap 
pelaku kejahatan.171  

 
Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini 

ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang 

                                                 
171 Abdul Syahni, Sosiologi Kriminalitas. Remaja Karya, Bandung, 1987, hal. 139.   
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diterimanya. Perlakuan ini dititibratkan pada usaha pelaku kejahatan agar 

dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat 

kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan 

pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku 

kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Hal ini 

disebabkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi 

melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran hukum yang 

lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.  

2. Penghukuman (Punishment)  

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan 

perlakuan (Treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya 

kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang 

sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena 

Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem 

kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem 

pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah 

hukuman yang semaksimal mungkin bukan pembalasan dengan 

berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.  

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo 

mengemukakan sebagai berikut: 

Tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak 
hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat 
oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut telah tersesat 
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diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga 
menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.172 

 
Jadi sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani 

hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta 

dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang 

berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seseorang narapidana 

yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat di masa lalu yang 

sudah banyak merugikan masyarakat, dengan demikian kehidupan yang 

dijalani setelah keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadarannya 

untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama dengan 

masyarakat di sekitarnya.  

Upaya represif ini dapat dilakukan jika pelaku sudah diketahui. 

Penyidik dapat mengetahui siapa yang menjadi pelaku tindak pidana yaitu 

dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam tindak pidana 

perbuatan main hakim sendiri, penyidik kepolisan mengalami kendala 

menemukan tersangka dikarenakan kurangnya alat bukti dan pelaku tindak 

pidana perbuatan main hakim sendiri sangat banyak. 

Proses hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan 

oleh masyarakat tetap bisa diproses secara hukum, sama halnya dengan 

perbuatan perbuatan hukum lainnya. Pelaku tindakan main hakim sendiri ini 

tetap bisa ditangkap namun pada prakteknya jarang terjadi dikarenakan pelaku 

tindak pidana yang menjadi korban penghakiman masyarakat ataupun 

                                                 
172Ibid, hal. 141.   
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keluarganya tidak melaporkan/mempermasalahkan penganiayaan atau 

pengeroyokan yang dialaminya.  

Kasus pencurian dikaitkan dengan asas subsidiaritas dalam hukum 

pidana yang menyatakan bahwa seseorang melanggar kepentingan hukum 

untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan, jika 

perhitungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan. Dengan 

kata lain, tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan yang lain. Dalam 

kasus pencurian, pembelaan (seperti: memukul, menghajar pelaku pencurian, 

dan sebagainya) tidak menjadi keharusan (jadi, tidak akan dibenarkan) selama 

orang (korban) masih bisa melarikan diri. 

Selain itu, dapat dikaitkan dengan asas proporsionalitas, yaitu dimana 

pelanggaran kepentingan hukum untuk melindungi kepentingan hukum orang 

lain dilarang, jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan 

pelanggarannya. Sehubungan dengan pembelaan terpaksa, ini berarti bahwa 

tindak pidana yang dilakukan untuk pembelaan tidak boleh demikian beratnya 

sehingga tidak seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan 

pelaku. Dalam kasus pencurian, tindakan main hakim sendiri seperti 

menganiaya, melakukan kekerasan, membakar pelaku pencurian bahkan 

hingga tewas adalah tidak dibenarkan karena tidak seimbang dengan apa yang 

dilakukan pelaku. 

Selain memenuhi perumusan tindak pidana dalam KUHP dan 

melanggar asas-asas terkait dengan alasan penghapus pidana, tindakan main 

hakim sendiri juga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah 
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(presumption of innocence). Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri 

seharusnya dapat dicegah atau diproses hukum oleh aparat penegak hukum.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan Perumusan masalah yang ditetapkan dan uraian 

pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Pengaturan mengenai perbuatan main hakim sendiri terhadap 

pelaku tangkap tangan menurut hukum pidana Indonesia melanggar 

ketentuan Pasal 170, 351,  338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

b. kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Jambi dalam 

meminimalisir perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat 

terhadap Pelaku Pencurian Tangkap Tangan di wilayah Hukum 

Polresta Jambi yaitu jumlah personil Polresta Jambi dengan 

masyarakat yang melakukan main hakim sendiri untuk dihentikan, 

kesulitan proses penyidikan, kekhawatiran penyidik menimbulkan 

gelombang protes dan dapat menimbulkan kembali tindakan 

anarkis masyarakat terhadap proses penyidikan perbuatan main 

hakim sendiri. 

c. upaya – upaya yang dilakukan Polresta Jambi sebagai salah satu 

penegak hukum di wilayah kota Jambi dalam menghentikan 

perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam memberikan 

kepercayaan terhadap hukum dan mengembalikan rasa aman 
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melalui upaya pre-emptif (advokasi penanaman nilai atau norma 

dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 

pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 

tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-

emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan),  

Upaya preventif (peningkaatan kesadaran dan partisipasi 

masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung 

jawab bersama, melalui penyuluhan hukum, sosialiasasi dengan 

melibatkan semua lapisan masyarakat mulai dari pemerintah, tokoh 

masyarakat, remaja dalam rangka mengembalikan kepercayaan 

masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan personil 

penegakan hukum), Upaya represif (menindak para pelaku 

kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali 

agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan 

perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, 

sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan 

melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat 

berat melalui proses sistem peradilan pidana Indonesia). 

 

B. Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka hal-hal yang dapat direkomendasikan 

adalah sebagai berikut: 
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1. Peningkatan sosialisasi, advokasi dan penyuluhan hukum terhadap 

masyarakat tentang akibat negative dari perbuatan main hakim sendiri 

melalui kesadaran hukum dan mempercayakan proses penegakan hukum 

dalam memberikan sanksi hukuman bagi pelaku tindak criminal umum 

yang tertangkap tangan di Wilayah Hukum Polresta Jambi 

2. Peningkatan sumberdaya manusia dan kemampuan personil Polresta 

Jambi dalam penanganan penyidikan kasus perbuatan main hakim sendiri 

oleh masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan baru akibat kasus ini 

3. Peningkatan kerjamasa POLRESTA Jambi dengan Pemerintah Kota 

Jambi, Tokoh Masyarakat, Remaja, Lembaga Swadaya Masyarakat di 

Kota Jambi dalam memberikan respon cepat dan siaga mencegah 

perbuatan main hakim sendiri oleh Masyarakat Kota Jambi. 
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